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ABSTRAK 
Skripsi yang berjudul “Kontrak kerja produksi di dunia pertanian perspektif 
sistem  muzāra’ah (Studi Kasus di Desa Karangan, kecamatan kepohbaru, Kabupaten 
Bojonegoro)” ini merupakan hasil penelitian kualitatif yang bertujuan menjawab pertanyaan 
tentang bagaimana Bagaimana sistem kontrak kerja produksi dikalangan petani di Desa 
Karangan, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro? dan Bagaimana sistem kontrak 
kerja produksi di kalangan petani di Desa Karangan, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten 
Bojonegoro perspektif  muzāra’ah?. 
Data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang 
diperoleh melalui dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Data Primer diperoleh 
dengan wawancara langsung dengan pemilik tanah, penggarap dan masyarakat sekitar di Desa 
Karangan, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro. Sedangkan data sekunder 
diperoleh dari sumber lain yang berkaitan dengan penelitian, seperti data dari buku dan 
sumber lainnya. Selanjutnya dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh masyarakat 
Desa Karangan dalam kegiatan bagi hasil tersebut sesungguhnya tidak dilarang oleh agama, 
karena kegiatan tersebut merupakan kegiatan muamalah yang mana tujuannya untuk saling 
tolong menolong antar sesama dalam kemaslakhatan bersama. Adapun hal yang kurang dalam 
mengerjakan akad bagi hasil Paro/ muzāra’ah karena kurangnya wawasan masyarakat dalam 
melakukan bagi hasil yang sesuai dengan ajaran agama Islam, karena masyarakat 
bermuamalah dengan apa yang mereka ketahui (berdasar adat kebiasaan). Maka berdasarkan 
keterangan di atas diperbolehkan oleh sebagian para ulama’ akan tetapi mereka harus saling 
ridho di akhir jika terjadi gagal panen/bencana.  
Kata Kunci : Kontrak kerja, pertanian,  Muzāra’ah. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia memiliki tanah yang sangat subur, dimana tempat-tempat 
di Indonesia banyak digunakan untuk bercocok tanam, khususnya di 
pedesaan. Oleh karena itu, Indonesia pernah dijajah hampir selama 350 Tahun 
atau bisa dibilang 3,5 abad karena kekayaan alamnya. 
Maka, oleh karena itu kita sebagai manusia yang saling membutuhkan 
antara satu dengan yang lainnya untuk mencukupi kehidupan sehari-hari, dan 
sudah seharusnya kita hidup untuk saling tolong menolong.  Di dalam agama 
Islam sendiri, memiliki aturan yang mana untuk manusia agar dalam segala 
hal dapat bekerjasama, kecuali untuk melakukan dosa kepada Allah SWT 
ataupun untuk berbuat penganiayaan kepada makhluk di muka bumi1  yang 
mana telah difirmankan oleh Allah dalam Surat Al-Maidah ayat 2: 
 َى  وْقَّتلا  وَ   ر بْلاَى ل عَ او ن  وا ع ت  وَ َۖاو ن  وا ع تَ  لَ  وَ َنا  وْد عْلا  وَ  ْمث  ْلْاَى ل عَ  َۖاو قَّتا  وَ
َ َّاللَّ َۖ 
ََ با ق  عْلا  َدي  د ش  َ َّاللَّ َّن إ 
 Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam berbuat kebajikan 
dan takwa dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa 
dan aniaya, dan takutlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat 
keras siksanya”.2 
                                                                
1 Mustafa Edwin Nasution, Pengenalan Ekslusif: Ekonomi Islam, (Jakarta: Kencana, 2007)   
2  Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Terjemahan, (Jakarta: Jabal Al-Qur’an, 2010).  



































Seperti halnya masyarakat di Desa Karangan, Kecamatan Kepohbaru, 
Kabupaten Bojonegoro ini, rasa tolong menolong sangat tinggi, oleh karena 
itu perjanjian bagi hasil pertanian dapat di percaya karena adanya rasa 
kepercayaan antar sesama. Di samping itu, si pemilik tanah kurangnya waktu 
dalam mengerjakan lahan tanah tersebut sehingga meminjamkan sepetak 
tanahnya untuk digunakan pertanian, dan hasil tersebut dibagi keduanya 
antara orang yang penggarap lahan dan orang yang memiliki tanah. Praktek 
perjanjian bagi hasil ini diadakan karena masih melekatnya prinsip di 
kalangan masyarakat bahwa lahan atau tanah mempunyai fungsi sosial, yaitu 
adanya unsur tolong menolong yang mengeratkan tali persaudaraan antara 
penggarap dan pemilik tanah.3  
Imam Ibnul Qayyim berkata :  muzāra’ah ini lebih jauh kezaliman dan 
kerugian dari pada ijarāh Karena dalam ijarāh salah satu pihak sudah pasti 
mendapatkan keuntungan. Sedangkan dalam  muzāra’ah apabila tanaman 
tersebut membuahkan hasil, maka keduanya mendapatkan untung, apabila 
tidak menghasilkan buah maka mereka menanggung kerugian bersama.4 
Bagi hasil mempunyai perjanjian menurut UU Nomor 2 Tahun 1960. 
yang Seharusnya dibuat oleh pemilik tanah dengan si penggarap tersebut 
dilakukan dengan cara tertulis dan dihadapkan kepada Kepala Desa yang 
dengan ini disaksikan oleh dua orang saksi yang mana masing-masing dari 
pemilik tanah dengan penggarap. Menurut Undang-Undang di atas, dalam 
                                                                
3 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta, Gaya Media Pratama, 1996), 87   
4 Saleh al-fauzan, Fiqih sehari-hari, diterjemahkan oleh Abdul Hayyik Al-Kattani dkk, (Jakarta: 
Gema Insani, 2005), 480 



































suatu perjanjian juga harus memerlukan pengesahan dari kecamatan dan 
Kepala Desa setelah itu disampaikannya semua perjanjian bagi hasil tersebut 
yang telah diadakan supaya diketahui oleh pihak ketiga ( masyarakat desa ).  
Batasan waktu perjanjian setiap bagi hasil,  tanah sawah untuk 
sekurang-kurangnya maksimal 3 tahun. Untuk tanah yang telah kering 
maksimal 5 tahun, yang telah dicantumkan dalam Pasal 4 Undang-Undang 
No. 2 pada tahun 1960. Tentang Perjanjian Bagi Hasil, ketika waktu 
perjanjian bagi hasil berakhir, tetapi tanaman belum juga dipanen, maka 
perjanjian bagi hasil tersebut dapat terus berjalan sampai selesainya waktu 
panen dengan perpanjangan tidak boleh melebihi dari 1 tahun.5 
Di Desa Karangan, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro ini 
mempunyai 2 musim. Orang Jawa mengatakan musim rendeng dan musim 
tigo. Musim tigo di Desa Karangan, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten 
Bojonegoro bercocok tanam dengan tembakau, sedangkan pada musim 
rendeng masyarakat bercocok tanam dengan padi. Kebetulan pada kali ini 
musim kemarau panjang jadi masyarakat bercocok tanam tembakau. Seperti 
halnya Bapak H. Harno, beliau adalah salah satu seorang pedagang tembakau, 
beliau mempunyai banyak lahan tanah, salah satunya beliau menyuruh Bapak 
Erham untuk menggarap lahannya yang seluas 1 hektar. Di mana bibit 
tanamannya dari Bapak H. Harno, yang berjumlah 4000 biji, kalau di 
masyarakat ada juga pupuknya dari yang punya sawah, ada juga yang dari si 
penggarap sawah. Lamanya bercocok tanaman tembakau ini mencapai 3 
                                                                
5 Chairuman Pasaribu, K.Lubis, dan Suhrawardi, Perjanjian Dalam Islam, cet. Ke-2, (Jakarta, Sinar  
Grafika, 1996), 12   



































bulan baru panen. Hasilnya Rp. 6.000.000.00,- (Enam Juta Rupiah), lalu 
dibagi orang yang menggarap Rp.3.000.000,- dan orang yang mempunyai 
lahan 3.000.000.00,-.  
Dalam pengelolaan lahan pertanian, masyarakat Desa Karangan 
kekurangan air untuk mengelola sawahnya, sehingga penggarap harus 
membeli air dengan seharga 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dalam sekali 
siraman untuk 1 petak sawah, dan dalam pengelolan lahan pertanian 
masyarakat hanya berdasarkan pembelajaran dari orang terdahulu yang pada 
akhirnya mereka tidak berdasarkan sunnah Nabi SAW. 
Masyarakat Desa Karangan tidak mengetahui akad  muzāra’ah, akan 
tetapi di Desa Karangan menggunakan kata lain yaitu Akad paro. Sedangkan 
akad paro tersebut tidak beda dengan muzāra’ah, hanya saja berbeda dalam 
penyebutannya saj. Di Desa Karangan sendiri masyarakat banyak yang tidak 
mempunyai lahan pertanian, sehingga kurangnya pekerjaan bagi masyarakat 
di Desa Karangan, yang menyebabkan banyaknya pengangguran di Desa 
Karangan. Sehingga masyarakat mempunyai inisiatif saling tolong menolong 
dalam hal kebaikan diantaranya untuk melakukan kerjasama antara pemilik 
tanah dan penggarap. 
Maka berkaitan dengan uraian diatas dengan ini penulis tertarik untuk 
mengangkat penelitian yang berjudul Berkaitan dari uraian diatas penulis 
tertarik untuk mengangkat penelitian yang berjudul “Kontrak Kerja Produksi 
Di dunia Pertanian Perspektif Sistem Muzāra’ah” (Studi kasus di Desa 
Karangan, Kec. Kepohbaru, Kab. Bojonegoro). 



































B. Identifikasi Masalah dan Batasan, Masalah 
1. Identifikasi Masalah 
Sesuai dengan latar belakang diatas, selanjutnya peneliti hendak 
melakukan identifikasi masalah sebagai berikut : 
a. Kurangnya edukasi masyarakat di Desa Karangan, Kecamatan 
Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro mengenai akad  muzāra’ah.  
b. Banyak lahan pertanian di Desa Karangan, Kecamatan 
Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro yang tidak digunakan oleh 
pemilik lahan 
c. Minimnya persediaan air untuk pekerjaan lahan pertanian di Desa 
Karangan, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro 
d. Beberapa petani di Desa Karangan, Kecamatan Kepohbaru, 
Kabupaten Bojonegoro tidak mempunyai lahan pertanian sendiri 
e. Masyarakat di Desa Karangan, Kecamatan Kepohbaru, 
Kabupaten Bojonegoro  tidak mengenal sistem akad  muzāra’ah. 
2. Batasan Masalah 
Agar dalam penelitian ini lebih terarah sesuai dengan sasaran 
yang diinginkan, maka peneliti memberi batasan masalah. Peneliti 
terfokus pada masalah: 
a. Mengetahui bagaimana sistem kontrak kerja produksi dikalangan 
petani di Desa Karangan, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten 
Bojonegoro. 



































b. Mengetahui bagaimana sistem kontrak kerja produksi dikalangan 
petani di Desa Karangan, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten 
Bojonegoro perspektif  muzāra’ah. 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah 
yang diambil yaitu: 
1. Bagaimana sistem kontrak kerja produksi di kalangan petani di Desa 
Karangan, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro? 
2. Bagaimana sistem kontrak kerja produksi di kalangan petani di Desa 
Karangan, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro perspektif  
muzāra’ah? 
D. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian yang 
diambil yaitu: 
1. Untuk mengetahui Sistem kontrak kerja produksi dikalangan petani Di 
Desa Karangan  , Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro 
2. Untuk menganalisis Sistem kontrak kerja produksi dikalangan petani Di 
Desa Karangan, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro 
perspektif  muzāra’ah. 
E. Kajian Pustaka 
Kajian pustaka merupakan penjelasan yang diringkas dari penelitian 
atau kajian yang telah dilakukan mengenai permasalahan yang mau diteliti, 
Jadi peneliti akan melihat dan mengkaji yang akan dilakukannya, dan ini tidak 



































merupakan pengulangan atau duplikasi dari suatu kajian atau penelitian yang 
telah dilakukan. 
Maka penelitian yang berjudul “Kontrak Kerja Produksi Didunia 
Pertanian Perspektif Sistem  Muzāra’ah” (Studi kasus di Desa Karangan, 
Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro)”. ini tentu tidak lepas dari 
penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai pandangan dan referensi, 
diantaranya yaitu: 
1. Penelitian yang dilakukan oleh Dahrum & Thamrin Logawali  dengan 
judul “Penerapan Sistem muzāra’ah. Dalam Meningkatkan 
Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau 
Ale Kabupaten Bulukumba”. Dalam ajaran Islam terkandung kaidah 
saling menyayangi sesama manusia, dan membangun masyarakat 
dengan dasar tolong menolong, menyayangi, dan persaudaraan. Dalam 
harta seseorang yang kaya, terdapat hak orang-orang yang 
membutuhkan, sebuah hak bukanlah sedekah, anugerah ataupun 
pemberian.  muzāra’ah dapat menjadi salah satu pilihan untuk 
membangun suatu kerja sama yang untuk membangun kerjasama yang 
bertujuan untuk mensejahterakan penduduk masyarakat setempat. Di 
Dalam akad  muzāra’ah terdapat pihak yang telah menyerahkan 
sebidang lahannya, sedangkan.6 Sedangkan bagi pihak lain yang  
mengelola lahan untuk ditanami hasil panen tersebut yang 
                                                                
6 Mardani, Fiqh Ekonomi Islam (Jakarta: Kencana, 2012), 204   
 



































diperolehannya nantinya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan 
bersama sebelumnya yang telah ditentukan bersama. 
Di kelurahan palampang, para Petani melakukan penggarapan 
sawah untuk tersebut untuk melakukan penggarapan sawah 
menggunakan semacam pupuk, bibit dan yang lainnya. Yang digunakan 
dalam menunjang penggarapan sawah yang hanya berasal dari pemilik 
sawah saja, namun dari pihak penggarap juga. Sehingga petani tersebut 
memberikan pupuk, bibitnya untuk digarap oleh petani penggarap. 
Sedangkan biayanya untuk menggarap sawah ditanggungkan oleh 
pemilik lahan saja. Perjanjian yang dilakukan seperti di atas dapat 
menjadi dasar kepercayaan dan kekeluargaan dari tiap masing-masing 
pihak, yang di mana menurut kebiasaannya penduduk setempat, 
dilaksanakannya akad secara lisan dengan ini prosedur hukum dan 
disaksikan oleh prosedur hukum.  
Pelaksanaan akad seperti di atas tidak mempunyai hukum 
kekuatan apapun,  dan tidak ada bukti apapun yang akurat yang terjadi 
kepada kedua belah pihak. Terjadinya kesenjangan bagi pemilik lahan 
dan petani penggarap untuk menghasilkan keuntungan. Terkadang 
penggarap juga merasakan kerugian karena dari hasil yang 
diperolehkannya tersebut yang tidak sebanding dengan kerja keras yang 
mereka selama proses penanaman hingga panen tiba. tampaknya jelas 
terkait Penjelasan diatas bahwa praktek akad  muzāra’ah seharusnya 
dilandasi dengan adanya suatu perjanjian lebih dahulu baik itu secara 



































lisan, maupun tertulis dalam pelaksanaan pun harus sesuai dengan apa 
yang pernah Rasulullah lakukan pada masa itu. karena penulis 
mengambil permasalahan yang sama tentang bagi hasil, namun, yang 
penulis inginkan menganalisa dari sisi masyarakat di Kelurahan 
Palampang melakukan perjanjian sawah menggunakan cara investasi 
benih bersama. 
2. Penelitian yang dilakukan oleh Erick Prasetyo Agus dengan judul 
“Produktivitas kerja petani ditinjau dari sistem  Muzāra’ah”. Pertanian 
adalah salah satu bidang usaha yang merupakan sumber kehidupan, 
seorang tokoh Imam Al Qurtubi yang telah menjelaskan, usaha 
pertanian merupakan Fardhu kifayah, yang mana pemerintahan harus 
mengarahkan orang-orang ke dalam pertanian. Dengan segala 
kebutuhan yang dikaitkan dalam bentuk penanaman pohon,7 pertanian 
harus mendapatkan perhatian penuh oleh masyarakat, khusus untuk 
pemerintahan, sebab manusia menemui kebutuhan hidupnya khususnya 
dalam hal konsumsi, seperti makanan.  pertanian memiliki peranan 
yang sangat penting untuk kehidupan di masyarakat, dan Islam juga 
telah mengatur dengan sesuai syariat. 
Bagi hasil lahan tanah pertanian yang dimiliki oleh pemilik 
lahan dan petani yang menjadi penggarap yang telah diatur dan 
dikondisikan demikian rupa di wilayah Indonesia, di tetapkannya 
hukum ataupun didalam aturan UU. Hukum yang dalam agama Islam 
                                                                
7 Sayyid Sabiq, “Fiqh Sunnah jilid 3”. (Beirut dar-al Fikr, 1983), 191. 



































yang dijelaskan di dalam kitab fiqh, hal ini dapat menghasilkan ijtihad 
ulama. Sistemnya bagi hasil dapat diketahui istilah-istilah istilah seperti 
mukhabarah, muzāra’ah dan musaqah. Hal yang seperti ini 
merupakan akad yang ada pada muamalah Islam yang sesuai dengan 
hal positif yang menjadikan pemanfaatan tanah yang Khususnya di 
dalam pertanian. Disuatu Undang-undang yang sudah diatur oleh bagi 
hasil tanah yang dilakukan dengan menyeluruh diseluruh wilayah 
Indonesia yaitu Undang-Undang Nomer 2 tahun 1960. Undang-Undang 
ini sudah diatur dalam perjanjian pembagian hasil antara orang yang 
memiliki tanah dan seorang petani yang menggarap dan pembagian 
yang adil dengan menegaskan suatu kewajiban pihak untuk melakukan 
suatu perjanjian tersebut. 
3. Penelitian yang dilakukan oleh Yuliana dengan judul “Faktor-Faktor 
Yang Mempengaruhi Produktivitas Petani Padi Sawah Di Gampong 
Pante Rakyat Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya”. Budi 
daya padi sawah adalah adanya penggenangan selama pertumbuhan 
tanaman. Budidaya padi sawah dilakukan pada tanah dengan 
berstruktur lumpur yang sangat halus. Selain kehalusan tanah, 
ketersediaan air yang cukup harus diperhatikan.  Oleh karena itu, bila 
pengolahan tanah sawah makin sempurna maka makin halus tanah 
tersebut sehingga tanah semakin banyak dan semakin subur. 
Pengolahan tanah sawah adalah memperbaiki pematang sawah. 
Perbaikan pematang sawah yang dilakukan dengan cara ditinggikan dan 



































lubang-lubang ditutupi kembali. Adanya lubang yang memungkinkan 
air dapat keluar dari lahan. Padahal lahan penanaman ini harus 
tergenang air selama seminggu sebelum pengolahan tanah selanjutnya. 
Dalam peningkatan produksi pertanian padi ini, ternyata petani 
secara individu masih menggunakan cara lama mulai dari masa 
penanaman sampai kemusim panennya. Rendahnya pengetahuan dan 
modal usaha menjadi kendala dalam proses penanaman dan perawatan 
tanaman padi sehingga hal ini berakibat pada rendahnyaproduktivitas 
dan kualitas hasil yang diperoleh pada masa panen. Namun demikian, 
para petani tidak sebanding dengan kemampuannya untuk 
meningkatkan pendapatan melalui peningkatan produksi, berbagai 
masalah mulai dirasakan membuat para petani tidak bisa mewujudkan 
keinginannya. Faktor pengalaman berpengaruh positif signifkan 
terhadap produktivitas petanidi Gampong Pante Rakyat Kecamatan 
Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya sehingga jika pengalaman 
bertambah maka produktivitas petani juga meningkat. 
4. Penelitian yang dilakukan oleh Andi Arwini dengan judul “Sistem Bagi 
Hasil Muzāra’ah Pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik 
Lahan Di DesaTanjonga Kec.Turatea Kab. Jeneponto”. Menurut 
Tinjauan Hukum Islam”. Islam menyeru seluruh kaum muslimin dan 
muslimat untuk saling tolong menolong orang yang sedang lemah, dan 
membantu orang yang sedang membutuhkan. mereka tidak 
diperbolehkan menganiyaya sesama muslim, dikarenakan semua orang 



































muslim adalah saudara. Maka mereka yang sedang membutuhkan 
pertolongan, wajib untuk menolongnya. Adapun kerjasama  muzāra’ah, 
ditinjau dari rata-rata ulama fiqh yang hukumnya mubah atau 
diperbolehkan. Dan yang menjadi Dasar hukum dibolehan kan nya, di 
samping dapat memahami dari firman Allah yang mengajak, menyeru 
dan membimbing saling tolong menolong, dan secara khususnya hadis-
hadis Nabi ini dari Ibnu Abbas menurut riwayat al-Bukhari yang 
mengatakannya: ”Bahwasanya Rasulullah saw : Mempekerjakan 
penduduk khaibar (dalam pertanian) dengan cara mengasih imbalan 
bagian dari apa yang di hasilkannya, dalam bentuk tanam-tanaman atau 
buah-buahan” (HR.Bukhari MuslimAbu Daud dan Nas’ii).  
Hukuman tersebut yang sangat berkaitan dengan Jumbhur 
Ulama’ yang memperbolehkan aqad muzāra’ah., mukhabarah dan, 
musaqah, karena pada dasarnya selain yang menjadi pedoman sudah di 
praktekkan oleh Nabi Muhammad SAW, juga dipraktekkan oleh 
sahabat-sahabat nabi yang dimana biasanya digunakan untuk aqad bagi 
hasil lahan, dikarenakan aqad sendiri dapat menguntungkan bagi kedua 
belah pihak tersebut yang melakukan pembagian hasil.   
Menguntungkan bagi keduanya karena bagi orang yang 
memiliki tanah ataupun terkadang pemilik tanah tidak memiliki waktu 
untuk pengolahan lahan atau untuk menanam tanamannya tersebut, jadi 
orang-orang yang telah mempunyai keahlian untuk melakukan suatu 
upaya untuk mengolah tanahnya, yang kadang tidak mempunyai modal, 



































yang berupa tanah dan uang, maka dengan akad bagi hasil ini pula dapat 
menghasilkan bagi kedua belah pihak itu, nantinya tidak adanya rugi 
antara keduanya. Karena pada prinsipnya bahwa antara kedua belah 
pihak mereka yang saling membutuhkan8. 
Pemilik lahan memiliki banyak lahan tetapi kurang mampu 
dalam mengolahnya sendiri, begitu pun sebaliknya dengan penggarap 
yang tidak mempunyai lahan tetapi ia mampu untuk  mengolahnyanya. 
5. Penelitian yang dilakukan oleh Afia Susilo dengan judul “Tinjauan 
Hukum Islam Terhadap Akad Bagi Hasil  Muzāra’ah”. Akad sistem  
muzāra’ah, merupakan suatu perjanjian atau kontrak kerja yaitu 
pemilik tanah dan penggarap tanah dengan berdasarkan  suatu 
perjanjian yang berdasarkan jumlah yang menurut kesepakatan 
bersama-sama di awal perjanjian, tetapi pada umumnya paroan 
tujuannya agar pemilik tanah dan penggarap tanah menggunakan 
Sistem  muzāra’ah. seperti halnya yang telah disebutkan di atas yang 
menguntungkan antara kedua belah pihak, namun ada beberapa yang 
sudah  terjadi Di Desa Dalangan justru sebaliknya, yaitu dapat 
merugikan  dari salah satu yang terjadi adalah petani penggarap karena 
yang ingkar janji dari salah satu pihak yang memiliki tanah.  
Masyarakat Desa Dalangan, sebagian besar yang merupakan 
profesi petani. Adapun terjadi dua kemungkinan terkait golongan 
seorang petani yang  dikenal oleh beberapa masyarakat Di Desa 
                                                                
8 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah. (Beirut dar-al Fikr, 1983), 36. 



































Dalangan, hal ini petani mandiri (petani yang memiliki tanah sendiri) 
dan petani buruh (petani yang tidak memiliki tanah sendiri).  
Golongan petani tersebut yang selalu menjalin hubungan baik 
di dalam bersosial masyarakat maupun dalam hubungan pekerjaan.  
Suatu hubungan bisa di katakan kurang baik, yaitu pada 
hubungan kerja yang menyangkut paroan atau dalam agama islam 
dikenal dengan  muzāra’ah dengan istilah muamalah fiqh. Terkait 
syarat dan rukunnya suatu akad (perjanjian), rukun  muzāra’ah di dalam 
Islam, adanya suatu orang yang melakukan akad yaitu pihak yang 
memiliki sepetak tanah dan orang yang menggarap tanah. Di Dalam 
kurangnya sempurnaan akad hasil  muzāra’ah di Desa tersebut terdapat 
adanya unsur, fasid, zalim dan gharar Yang artinya terjadinya Gharar 
dikarenakan pada dasarnya suatu perjanjian yang suatu tujuan 
pokoknya yang digunakan dalam mengadakan sistem akad yang 
digunakan untuk syarat dan rukun supaya bagi pihak Pemilik terdapat 
tidak kejelasan dalam pembagian hasil panennya dengan penggarap 
sawah tersebut. Fasid artinya karena adanya suatu bagian syarat yang 
tidak dipenuhinya yaitu orang yang berakad (Pemilik lahan) karena 
tidak dijelaskannya secara detail manfaat tanah yang sehingga 
dikhawatirkannya adanya kecurangan di atas pembagian bagi hasil 
panen tersebut. Zalim diadakannya dikarenakan pemilik tanah tidak 
adil dalam membagi hasil. Hanya saja dapat dipasrahkan kepada 



































pemilik tanah saja yang sehingga dapat dikatakan sifat zalim dalam 
pengelolaan pembagian akad bagi hasil Muzāra’ah. 
Tabel 1.1 




Persamaan  Perbedaan 
 1.  




















objek penelitian saaat 


















provitabilitas kerja di 
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muzāra’ah sedangkan 
objek penelitian saat ini 

















































Petani Padi Sawah 















“Sistem Bagi Hasil 
( Muzāra’ah.) Pada 
Masyarakat Petani 
Penggarap dan 














yakni meneliti tentang 




membahas  apakah 
















Terhadap hukum Islam  
sedangkan penelitian 
saat ini membahas 
penerapan pada sistem 
akad  muzāra’ah 
sendiri. 
 
F. Kegunaan Hasil Penelitian  
Kegunaan hasil penelitian memuat uraian yang menjelaskan bahwa 
masalah penelitian bermanfaat baik segi teoritis maupun praktis. Sehingga 



































hasil penelitian ini diharapkan bermanfaaat baik bagi peneliti maupun 
pembaca, adapun meliputi sebagai berikut: 
1. Aspek Keilmuan (Teoritis)  
a. Bagi Peneliti 
   Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan ilmu 
pengetahuan, wawasan, serta pengalaman baru bagi peneliti 
mengenai penerapan sistem Akad  muzāra’ah di Desa Karangan, 
Kepohbaru, Bojonegoro  
b. Bagi Fakultas/Program Studi 
Hasil penelitian ini diharapkan sebagai tambahan referensi untuk 
penelitian selanjutnya, khususnya bagi Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah mengenai  sistem 
pembagian bagi hasil dengan prespektif akad  muzāra’ah.  
2. Aspek Terapan (Praktis) 
a. Bagi Peneliti 
Hasil penelitian ini membuat peneliti dapat 
mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh selama 
perkuliahan dan mengetahui secara langsung. 
b. Bagi Masyarakat 
Masyarakat dapat mengetahui lebih jauh tentang sistem 
pengelolaan sawah dengan produktivitas dalam bekerja dengan 
menggunakan akad  muzāra’ah.  



































G. Definisi Operasional 
1. Kontrak Kerja 
Perjanjian kerja yang telah diatur dalam wewenang dan 
kewajiban seseorang yang dimiliki oleh perusahaan dan pegawai, yang 
kini untuk aturan yang sifatnya mengikat suatu perjanjian. akan tetapi, 
perlu diingat kembali, bahwasanya hak, wewenang dan kewajiban suatu 
yang sifatnya dibuat yang harus sesuai dengan hukum dan aturan 
ketenagakerjaan yang berlaku di wilayah Indonesia. 
Didalam KUHPerdata (Undang Undang Hukum Perdata). 
adanya syarat sahnya perjanjian tersebut dan juga sudah diatur didalam 
Pasal 52 ayat 1 UU Nomor 13 pada Taun 2003 yang membahas terkait 
aturan pekerjaan (Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan), yang hal 
ini terdiri dari  4, syarat diantaranya yaitu: kemampuan, Adanya 
pekerjaan Adanya kesepakatan atau kecakapan para pihak, yang 
diperjanjikan dalam Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan. 
2. Produksi 
pada dasarnya orang yang mempunyai pendidikan yang lebih 
tinggi akan mempunyai wawasan lebih luas terutama mengenai 
pentingnya dalam produktivitas kerja. Tingginya kesadaran seseorang 
yang akan mementingkan produktivitas tersebut yang dapat mendorong 
seorang pegawai untuk melakukan tindakan yang produktif. Begitu 
juga dalam kesiapan orang dalam melaksanakan suatu pekerjaan akan 
hanya tergantung kepada pengetahuan, kecerdasan, dan keterampilan 



































yang dimilikinya, semua itu tergantung pendidikan yang telah diterima 
ataupun pelatihan yang telah didapatkannya. Dengan pendidikan tinggi 
akan menambah pengetahuan seseorang untuk mengerjakan sesuatu 
dengan tepat dan cepat. Begitu juga dengan pelatihan yang  akan 
membentuk dan meningkatkan keterampilan kerja seseorang. Dengan 
ini maka tingkat produktivitas kerja orang akan semakin tinggi dan 
meningkat.  
Produktivitas suatu pekerjaan dapat diartikan sebagai hasil yang 
produktif yang mana dihasilkan oleh per individu ataupun secara 
berkelompok, dalam waktu yang tentu ketika proses kerja. Dalam 
permasalahan ini, mengetahui bagaimana tenaga melakukan perjanjian 
kerja yang dirasa mampu menyelesaikan pekerjaan yang outputnya 
dalam kurun waktu yang singkat, produktivitas kerja dapat dicapai 
ketika proses produksi tersebut membutuhkan waktu yang singkat. 
3. Pertanian 
Pengertian petani dapat didefinisikan sebagai bentuk manfaat 
pekerjaan yang didapatkan dari sumber daya hayati yang dilakukan 
manusia untuk menghasilkan bahan baku industri, bahan pangan, atau 
sumber energi, dan juga serta untuk mengelola lingkungan hidupnya 
guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mengunakan 
peralatan yang sifatnya tradisional dan juga modern. Secara garis besar 
pengertian dari pertanian adalah  kegiatan yang dilakukan oleh manusia 



































yang di dalamnya meliputi peternakan, perikanan dan bercocok tanam 
serta kehutanan.  
Petani jika diartikan secara luas mencakup semua usaha 
kegiatan yang melibatkan makhluk hidup termasuk hewan, tanaman, 
dan mikroba untuk kepentingan manusia. Sedangkan dalam arti sempit, 
petani juga diartikan sebagai kegiatan pemanfaatan sebidang lahan 
untuk membudidayakan jenis tanaman tertentu, terutama yang bersifat 
musiman.9  
 
4. Sistem  Muzāra’ah.  
Praktek  muzāra’ah. mengacu pada prinsip Profit and Loss 
Sharing System. Dimana hasil akhir menjadi patokan dalam praktek  
muzāra’ah. Jika, hasil pertaniannya mengalami keuntungan, maka 
keuntunganya dibagi antara kedua belah pihak, yaitu petani pemilik 
lahan sawah dan petani penggarap lahan sawah. Begitu pula sebaliknya, 
jika hasil pertaniannya mengalami kerugian, maka kerugiannya 
ditanggung bersama. “Masyarakat setempat menyebutkan bahwa dalam 
praktek  muzāra’ah. ini biasa disebut dengan maro. Maro dapat 
dipahami keuntungan yang dibagi separo-separo artinya separo untuk 
petani pemilik sawah dan separo untuk petani penggarap”.10  
Dalam pembagian dari bagi hasil kerjasama lahan pertanian 
(akad  muzāra’ah.) antara orang yang memilik tanah dan orang yang 
                                                                
9 Sumberhttp://Arifsubarkah.wordpress.com, Fungsi-kemiskinan Ciri-ciri/2010/01/02/ 
10 Abdul Wahhab Khalaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1994), 
21.   



































menggarap lahan, dapat disepakati dengan setengah-setengah. Akan 
tetapi melihat dari kondisi masyarakat yang seperti itu, seperti sekarang 
ini dan seperti yang akan datang, pembagian hasil yang seperti itu 
nantinya sangat tidak memungkinkan. Maka dari sini dapat terjadi 
persaingan antara  orang yang menggarap, jadi pengambilan bagi hasil 
seperti ini dapat menguntungkan si pemilik tanah tersebut.  Pembagian 
bagi hasil terkait pertanian ini juga dapat dilaksanakan sesuai dengan 
kesepakatan antara dua belah pihak. antara kedua belah pihak tersebut.  
H. Metode Penelitian 
Metode penelitian adalah cara ilmiah dimana untuk mendapatkan data 
dengan tujuan tertentu. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif 
kualitatif yang telah dilakukan berorientasi kepada pengumpulan data 
lapangan dan empiris, yaitu memiliki kriteria tertentu seperti data yang valid 
dan obyektif.11 
1. Data yang Dikumpulkan  
Data yang dikumpulkan, yaitu  data yang perlu dikumpulkan 
untuk menjawab beberapa pertanyaan yang terdapat pada rumusan 
masalah.12 Adapun data yang dikumpulkan antara lain terkait dengan 
sistem yang digunakan oleh masyarakat untuk pengolaan tanah. Data-
data yang dibutuhkan lainnya meliputi tingkat produksi kerja petani. 
2. Sumber Data 
                                                                
11 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D (Bandung: Alfabeta, 2014), 2. 
12 Ibid., 9. 



































Sumber data merupakan subjek yang berasal dari sumber data 
yang didapatkan.13 Jenis sumber data yang ada dalam penelitian ini 
terdiri dari sumber data primer dan data sekunder. Yang adapun sumber 
data yang akan digunakan sebagai berikut: 
a. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung 
memberikan data kepada pengumpul data.14 Data primer dapat 
diperoleh melalui wawancara, observasi, dan lain-lain.15 Data  
diperoleh dari Kepala desa, Pemilik tanah, orang yang 
menggarap tanah dan masyarakat Desa Karangan, Kecamatan 
Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro. Sumber data sekunder 
merupakan sumber data yang berasal dari tulisan yang terdapat 
pada orang ketiga maupun sumber yang lainnya, yaitu melalui 
pengadaan studi kepustakaan dengan mempelajari buku-buku 
yang memiliki hubungan dengan penelitian.16 Data diperoleh 
dari literatur-literatur kepustakaan, buku-buku, dokumen-
dokumen, jurnal, atau situs internet yang mendukung dan 
berkaitan dengan pembahasan dalam skripsi.  
3. Teknik Pengumpulan Data  
Teknik pengumpulan data merupakan teknik pengumpulan data 
yang sudah riil (nyata) yang digunakan dalam suatu penelitian, bukan 
                                                                
13 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penlitian: Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: PT Rineka Cipta, 
2002), 107. 
14 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2015), 225. 
15 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penlitian: Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: PT Rineka Cipta, 
2002), 15. 
16 Arikunto, Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013),  



































yang disebut dalam literatur metodologi penelitian. Masing-masing 
teknik pengumpulan data yang diuraikan pengertiannya dan 
penggunaannya untuk mengumpulkan data. Jadi adapun teknik 
pengumpulan data yang digunakan peneliti sebagai berikut: 
a. Observasi  
Observasi adalah suatu pengamatan dan pencatatan yang 
secara sistematik terhadap unsur yang terlihat pada suatu gejala 
yang terdapat dari obyek suatu penelitian. Observasi yang 
dilakukan di tempat-tempat yang dijadikan sebagai obyek 
penelitian. Bukti observasi seringkali bermanfaat memberikan 
informasi tambahan mengenai topik yang akan diteliti. Observasi 
juga dapat menambah dimensi-dimensi baru untuk menjadikan  
pemahaman konteks maupun fenomena yang akan diteliti. 
Observasi dilakukan pada waktu tertentu ketika penulis 
membutuhkan data yang akan diperoleh. Dan mengadakan janji 
oleh narasumber yang akan diberikan pertanyaan. 
b. Wawancara 
Wawancara adalah percakapan dengan ini yang 
mempunyai maksud terntetu. Percakapan dilakukan antara dua 
pihak, yakni pewawancara (interviewer) orang yang mengajukan 
pertanyaan dan terwawancara (interviewee) orang yang diberikan 
pertanyaan oleh pewawancara.17 Wawancara adalah cara untuk 
                                                                
17 Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif  (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 186. 



































menjaring informasi atau data melalui interaksi verbal atau 
lisan18. Wawancara merupakan teknik sumber pengumpulan data 
yang memberikan beberapa pertanyaan secara langsung kepada 
subyek penelitian untuk menjawab persoalan penelitian. 
Wawancara yang dilakukan kepada Kepala Desa Karangan dan 
Masyarakat Desa Karangan. 
c. Dokumentasi 
Dokumentasi merupakan sumber informasi yang berasal 
dari catatan-catatan penting, seperti lembaga atau organisasi 
maupun dari perorangan. Dokumentasi tersebut dapat berbentuk 
gambar, tulisan atau karya-karya monumental dari orang.19 Studi 
dokumentasi ini dibutuhkan sebagai data untuk melengkapi 
dalam mencari data yang berkaitan dengan tema penelitian.  
4. Teknik Pengelolaan Data 
Setelah data terkumpul maka selanjutnya dilakukan pengelolaan 
data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: 
a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali dari semua data yang 
diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, 
keselarasan antara data dan relevansi dengan penelitian. Dalam 
hal ini penelitiakan mengambil data tentang perekonomian yang 
ada di Desa Karangan, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten 
Bojonegoro 
                                                                
18 Suwartono, Dasar-Dasar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2014), 48. 
19 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta 2017), 128. 



































b. Organizing, yaitu menyusun kembali data yang telah didapatkan 
dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang 
telah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis. 
Peneliti akan menyusun kembali data tentang masyarakat yang 
menggunakan sistem pinjam meminjam tanah (Akad  muzāra’ah) 
lapangan atau pun wawancara, beserta data-data lain yang 
didapatkan untuk kemudian dianalisis agar memudahkan peneliti 
dalam manganalisis data. 
c. Penemuan hasil, yaitu dengan manganalisis data yang telah 
diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan 
mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang kemudian 
merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah. Dalam hal ini, 
peneliti akan menganalisis produk kerja petani di Desa Karangan, 
Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro 
5. Teknik Analisis Data 
Selanjutnya untuk menganalisis secara deskriptif kualitatif. 
Analisis deskriptif kualitatif ini merupakan analisis data yang berupa 
hasil dokumentasi, observasi dan wawancara yang hanya berupa kata-
kata pada saat wawancara secara lisan.  



































I. Sistematika Pembahasan 
Sistematika Pembahasan berisikan uraian dengan bentuk essay yang 
memberikan gambaran alur logis dari struktur bahasan pada skripsi.20 Agar 
lebih mudah dipahami, maka disusunlah sistematika pembahasan antara lain: 
Bab I Pendahuluan, bab ini disusun agar pembaca dapat mengetahui 
latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, 
kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi 
operasional, metodologi penelitian serta sistematika pembahasan yang 
terdapat dalam penelitian ini. 
Bab II     Pengertian Tinjauan Pustaka  yang ada berhubungan dengan 
Tinjauan-tinjauan teoritis Tentang Kontrak kerja, produksi pertanian, Sitem  
Muzāra’ah di Desa Karangan, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten 
Bojonegoro 
Bab III Gambaran secara umum membahas tentang gambaran umum 
Desa Karangan, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro gambaran 
umum meliputi kondisi sosial, geografis, ekonomi, dan potensi Desa 
Karangan, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro. 
Bab IV AnalisisKontrak Kerja (Paro) Produksi Pertanian Di 
Bojonegoro Perspektif Sistem Muzāra’ah di Desa Karangan, Kecamatan 
Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro. 
Bab V Penutup Berisikan kesimpulan dari pembahasan penelitian 
skripsi ini dan disertai dengan beberapa saran dari penulis.
                                                                
20 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung, Alfabeta: 2014), 9. 




































KONTRAK KERJA, PRODUKSI PERTANIAN DAN  MUZĀRA’AH. 
A. Kontrak Kerja 
Sedikit sekali yang ada dalam Al-Qur’an ataupun dalam hadis yang 
menjelaskan kontrak kerja yang secara kongkrit dan rinci. Adapun yang telah 
dijelaskan pada Al-Qur’an dan Hadis hanyalah bersifat global dan kaidah-
kaidahnya yang secara sifatnya umum, dalam menerima penafsiran. 
Penulis sebelum membahas terkait kontrak kerjasama lebih dalam. 
Maka, terlebih dahulu penulis akan menguraikan masalah kontrak kerja 
secara umum. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan dalam 
kontrak kerja adalah suatu perjanjian tertulis artinya terikat antara dua belah 
pihak dalam melakukan perdagangan, dengan sewa-menyewa dan lain 
sebagainya.21 Adapun kerja sendiri diartikan sebagai sesuatu yang dilakukan 
untuk mencari nafkah atau mencukupi kebutuhan. 
Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) karangan 
dari Ninik Suparni editor Andi Hamzah yang menerangkan bahwasanya 
perjanjian suatu kerja adalah pihak kesatu, yaitu buruh/pegawai yang 
menyerahkan dirinya untuk memberikan tenaga kepada orang lain atau pihak 
kedua, yaitu majikan dalam waktu yang ditentukan, untuk melakukan 
pekerjaan dengan mendapatkan upah.22 
                                                                
21Departemen pendidikan dan kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta : Balai 
Pustaka,1990),458. 
22 Ninik Suparni, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Jakarta : Rineka Cipta, 1991), 383. 


































Hukum Perjanjian dalam buku menerangkan dalam bahwa Islam 
karangan dari Chairuman Pasaribu dan Suhwardi K. Lubis bahwa kontrak 
kerja/perjanjian juga dapat diartikan  sebagai al- Ijarāh (sewa-menyewa) 
yang artinya adalah “Suatu jenis akad yang sifatnya untuk mengambil 
manfaat dengan jalan penggantian”, dari pengertian tersebut dapat dilihat 
bahwa dengan sewa-menyewa dapat diambil manfaatnya saja, termasuk 
manfaat sewa-menyewa benda ataupun, manfaat menyewa tenaga kerja. Hal 
ini dengan terjadinya sewa-menyewa, yang telah berpindah hanyalah manfaat 
tenaga kerja maupun dari benda tersebut, adapun manfaat benda seperti 
kendaraan, rumah dan manfaat karya pemusik, yang bahkan dapat berupa 
karya pribadi seperti pekerja.23   
Perjanjian suatu kerja dapat dibuat baik melalui secara tertulis maupun 
secara lisan. Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis maupun lisan harus 
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara yuridis, 
yang berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 angka (15) Undang-
Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan hubungan kerja 
merupakan hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan 
perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Jika 
ditinjau berdasarkan pengertian diatas antara perjanjian kerja dengan 
hubungan kerja memiliki kaitan yang saling berhubungan, hal ini akan 
mengakibatkan adanya hubungan kerja yang terjadi antara pemberi 
kerja/pengusaha dengan pekerja/buruh.24  
                                                                
23 Chairuman Pasaribu dan suhrawardi, Hukum Perjanjian dalam Islam (Jakarta: Sinar Grafika 
1996),56. 
24 Hardijan Rusli, 2004, Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan Undang-Undangan No.13 
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Terkait Lainnya, Edisi Kedua, (Ghalian 
Indonesia, Bogor), 88. 



































Wiwoho Soedjono menyebutkan bahwa “perjanjian suatu kerja adalah 
perjanjian antara orang perorang pada satu pihak dengan pihak lain yang 
sebagai pengusaha untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan 
menghasilkan upah”.25 Lalu Husni menjelaskan bahwa perjanjian kerja 
adalah “merupakan suatu perjanjian pihak kesatu yaitu buruh yang 
mengikatkan dirinya kepada pihak lain, si majikan untuk bekerja dengan 
mendapatkan upah, dan majikan menyatakan kesanggupannya untuk 
mempekerjakan si buruh dengan membayar upah.26 
Dari pengertian kontrak kerja/perjanjian kerja di atas melahirkan ciri-
ciri perjanjian kerja sebagai berikut: 
1. Adanya Suatu perjanjian antara pekerja dengan pengusaha 
2. perjanjian yang dilakukan secara tertulis maupun tidak (lisan). 
3. perjanjian dilakukan waktu tertentu dan untuk waktu tidak tertentu. 
4. perjanjian memuat syariat-syariat kerja hak dan kewajiban para pihak 
Selain itu yang sesuai dengan pasal 52 ayat 1 Undang-undang No. 
13/2003 yang mengatur tentang ketenagakerjaan juga menegaskan bahwa 
sebuah perjanjian kerja harus dibuat atas dasar:  
1. Kesepakatan dari kedua belah pihak  
2. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum 
3. Adanya pekerja yang dijanjikan 
4. Pekerjaan yang diperjanjikan tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban 
umum, kesusilaan dan peraturan Undang-Undang yang berlaku. 
                                                                
25 Wiwoho Soedjono, 2003. “Hukum Perjanjian Kerja”, (Jakarta.Bina Aksara,) 9. 
26 Husni, 2000. “Pengantar Hukum Tenaga Kerja Indonesia”. (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 51. 



































Adapun syarat sahnya suatu kontrak kerja yang telah berdasarkan 
Undang-undang yang terkandung dalam pasal 160,1a KUHPerdata dapat 
disebutkan bahwasanya yang dinamakan kontrak kerja harus memenuhi 
kriteria persyaratan-persyaratan tersebut : 
1.Terdapat pekerja dan pemberi kerja  
2. Pelaksanaan Kerja  
3. Waktu Tertentun 
 4.Upah yang diterima  
5. Kesepakatan   
6. Kewenangan  
7. Objek yang diatur harus jelas 
Adapun yang menjadi dasar hukum ada di dalam beberapa hadis 
tentang kontrak kerja ini yaitu sebagai berikut: 
َّ دح نَث دمحم نب فسوي ا ينش دح لاق
 ۃيما نب ليعامسا نع ميلس نب یيحي
نع 
 نع ديعس يبا نب ديعس  ۃ ريرھ يبا
ملسو هيلع اللہ لص يبنلا نع هنع اللہ يضر 
 یلاعت اللہ لاق لاق  مهمصخ انآ ۃشلٗش
موي  مش يب یطعا لجر ۃمايقلا
روردغ لج  
اتسا لجرو هنمش لک افارح ع اب رج
ملو هنم یفوتس افاريجا رجا هطعيه   
Artinya: “Telah menceritakan kepada saya Yusuf bin Muhammad 
berkata, telah menceritakan kepada saya Yahya bin Sulaim dari 
Isma'il bin Umayyah dari Sa'id bin Abi Sa'id dari Abu Hurairah 



































radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Allah Ta'ala berfirman: Ada tiga jenis orang yag aku berperang 
melawan mereka pada hari qiyamat, seseorang yang bersumpah atas 
namaku lalu mengingkarinya, seseorang yang berjualan orang 
merdeka lalu memakan (uang dari) harganya dan seseorang yang 
memperkerjakan pekerja kemudian pekerja itu menyelesaikan 
pekerjaannya namun tidak dibayar upahnya".27 
 
Hadis diatas yang dimaksud adalah tentang etika dalam melaksanakan 
kontrak kerja untuk bermuamalah dengan orang - orang upahan, yaitu 
hendaknya bagi seseorang yang ingin memberi upahnya dengan segera 
setelah menyelesaikan pekerjaanya dan jangan saling menunda-nundanya 
pada hakekatnya adalah ia mau untuk bekerja sebagai seorang buruh, 
melainkan karena ia sangat memerlukan upahnya atas jerih parahnya. 
Hendaklah seseorang mengadakan persetujuan terlebih dahulu dengan orang 
upahannya, karena sebelum ia menyelesaikan pekerjaanya, yakni sebelum ia 
memulai kerjanya agar nanti di belakang tidak terjadi perselisihan antara 
keduanya dan sekaligus sebagai pemacu untuknya agar pekerjaanya 
dilakukan dengan sebaik- baiknya sesuai dengan upah yang akan diterimanya. 
Dasar Ijma’ yang berdasarkan dasar hukum kontrak kerja ini juga 
dijelaskan dalam kitab fiqh sunah bahwa: 
ََّم ْلأاَْت ع  مْج ا  َة  را  ج  ْلْاَ  ةَّي  عْو  رْش  مَى ل ع  و َة َز  مٍَف لا  خَْن ع  َة  ر ب  عَ  لَ  وَا
َ عا  مْج  ْلَا 
َ.  ءا  م ل عْلاَ  ن  م  
Artinya: ijarāh   disyari‟atkan     telah     menjadi kesepakatan umat 
dan tak seseorang pun ulama yang membantah kesepakatan itu.28  
 
                                                                
27 Abu Hussain Muslim, Ṣaḥiḥ Muslim Vol. 2, (Darussalam Global Leader In Islamic Books Riyadh, 
Saudi Arabia 2007), 429  hadis. 2109.  
28 Sayid Sabiq, Fiqh Sunnah, Vol. III (Darul Fiqr LitabbiWan Nasr, Bairul t.t, 2001), 80. 



































Kesepakatan dari beberapa ulama dalam hal ini membolehkan untuk 
melangsungkan ijarāh atau kontrak kerja seperti mahzab Hanafi dan Maliki 
mengatakan, bahwa boleh melakukan kontrak kerja asal orang yang 
melakukan akad sudah mencapai usia baligh dan adanya kerelaan untuk 
melakukan akad ijarāh dengan jalan yang baik. Kemudian mahzab Syafi‟i  
dan  Hambali,  boleh  melakukan  kontrak  kerja asal sudah memenuhi syarat 
dan rukunnya yaitu orang yang akan melakukan kontrak kerja harus berakal 
sehingga dapat melakukan kontrak kerja dengan baik.29 Dengan demikian 
bahwa hukum Islam dalam hal kontrak kerja memperbolehkan dengan 
berdasarkan kitabullah sunnah rasul, serta ijma ulama, karena manusia 
menghajatkannya, mereka membutuhkan rumah untuk tempat tinggal, 
sebagian mereka membutuhkan sebagian lainnya, mereka membutuhkan 
berbagai peralatan untuk digunakan dalam kebutuhan hidup mereka sehingga 
disyariatkannya ijarāh dalam hukum Islam. 
Adapun berdasarkan Ulama’ Mahzab Hanafi berpendapat, bahwa 
akad kontrak kerja itu bersifat mengikat kedua pihak, tetapi dapat dibatalkan 
secara sepihak, apabila terdapat uzur seperti meninggal dunia atau tidak dapat 
bertindak secara hukum seperti gila.  
Jumhur ulama berpendapat, bahwa akad kontrak itu bersifat mengikat, 
kecuali ada cacat atau barang itu tidak dapat dimanfaatkan. Sebagai akibat 
dari pendapat yang berbeda ini adalah kasus, salah seorang yang berakad 
meninggal dunia.  
                                                                
29 M. Ali Hasan, Fiqh Muamalah, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, ( PT Raja Grafindo 
Persada, Jakarta, 2003), 231 



































Menurut Mahzab Hanafi, apabila salah seorang meninggal dunia, 
maka akad kontrak kerja menjadi batal, karena manfaat tidak dapat 
diwariskan kepada ahli waris. Menurut Jumhur ulama, akad itu tidak menjadi 
batal karena manfaat menurut mereka dapat diwariskan kepada ahli waris. 
Manfaat juga termasuk harta.30 
B. Produksi Pertanian 
Produksi adalah suatu Kegiatan dimana dapat membuat, menciptakan 
dan menghasilkan. Kegiatan produksi tidak bisa berjalan jikalau tidak ada 
bahan yang memungkinkan untuk dilakukannya proses produksi itu sendiri. 
Agar dapat melakukan suatu produksi, orang memerlukan tenaga dari 
manusia, sumber alam, modal serta kecakapan.  
Produksi juga merupakan hal yang sangat penting dalam penerapan 
ekonomi Islam karena dapat dikatakan sebagai salah satu rukun ekonomi 
disamping konsumsi, redistribusi, distriibusi, sedekah dan infaq. Produksi 
sangatlah penting untuk kelangsungan bagi hidup manusia.31 Karena produksi 
adalah sebuah aktivitas dimana manusia yang tujuannya untuk menghasilkan 
barang dan jasa yang bisa selalu dimanfaatkannya. 
 Menurut Magfuri produksi dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas 
dimana dapat merubah barang agar mempunyai kegunaan dalam memenuhi 
kebutuhan hidupnya. Dan menurut pengertian seorang ahli ekonomi, manusia 
merupakan makhluk yang dapat membuat suatu barang menjadi berguna. Dan 
beberapa para ahli ekonomi Islam telah mengungkapkan tujuan dari produksi 
                                                                
30 Ibid, 235- 236 
31 Adiwarman Karim, Ekonomi Mikro Islami, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2007), 102. 



































yang menurut pandangan islam yaitu Islam untuk memenuhi kebutuhan 
pokok dari semua individu dan menjamin setiap orang mempunyai standar 
hidup manusiawi, terhormat dan yang sesuai  dengan martabat manusia 
sebagai khalifah. 
 Para ekonom Muslim sampai saat ini belum bersepakat tentang faktor 
produksi, karena banyaknya perbedaan pendapat dari para ulama sendiri. 
Seorang ekonom Islam yang sangat perhatian dengan teori produksi yaitu 
Imam Al Ghazali, beliau telah menguraikan faktor-faktor produksi dan fungsi 
produksi didalam kehidupan manusia. Didalam penguraiaannya beliau sering 
kali menggunakan kata kasab dan islah. Yang pertama dapat diartikan usaha 
fisik yang dikerahkan manusia. Yang kedua adalah upaya manusia untuk 
mengelola dan mengubah sumber-sumber daya yang tersedia agar 
mempunyai manfaat yang lebih tinggi.  
Menurut Al Haritsi faktor produksi terdiri dari sumber daya bumi 
(tanah, sungai), bekerja, dan modal (besi, benih, pohon, hewan). Menurut Al-
Maududi dan Abu-Su’ud, faktor produksi terdiri atas amal/kerja (labor), 
tanah (land), dan modal (capital). Uraian ini berbeda dengan M.A Mannan 
yang menyatakan bahwa faktor produksi hanya berupa amal/kerja dan tanah. 
Menurutnya capital (modal) bukanlah merupakan faktor produksi yang 
independen, karena capital (modal) bukanlah merupakan faktor dasar. 
Terdapat enam Faktor-faktor produksi di antaranya: 
1. Tanah 
Islam telah mengakui bahwa tanah adalah sebagai suatu faktor 
produksi tetapi tidak setepat dalam arti sama yang digunakan di zaman 



































modern. Dalam tulisan klasik tanah yang dianggap sebagai suatu faktor 
penting mencakup semua sumber daya alam yang digunakan dalam 
proses produksi.32  
Menurut Al Maliki, permasalahan tanah adalah menyangkut ada 
tidaknya produksi, sehingga feodalisme harus dijauhkan sejauhjauhnya, 
sebab tidak ada peranan bagi feodalisme dan dia juga bukan merupakan 
sumber masalah tanah pertanian. Pada hakekatnya seluruh alam ini 
berperan memberikan faedahnya kepada manusia, jadi mereka boleh 
menggunakan sumber yang tersembunyi dan berpotensi untuk 
memuaskan kehendak yang tidak terbatas.33 
2. Tenaga Kerja 
Tenaga kerja Adalah aset bagi keberhasilan suatu perusahaan. 
Kesuksesan suatu produksi terletak pada kinerja sumber daya manusia 
yang ada di dalamnya, termasuk diantaranya kinerja para tenaga keja 
atau buruh.34  
Buruh termasuk faktor produksi yang diakui di setiap sistem 
ekonomi yang terlepas dari kecenderungan ideologi mereka. Dalam 
ajaran Islam buruh bukan hanya suatu jumlah usaha atau jasa abstrak 
yang ditawarkan untuk dijual kepada para pencari tenaga kerja manusia. 
                                                                
32 Muhammad Manan, Teori dan Praktik Ekonomi Islam (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 
1995), 55 
33 Zahur Rahman terjemahan Soeroyo dan Nastangin, Doktrin Ekonomi Islam 1 (Yogyakarta: Dana 
Bakti Wakaf, 1995) 225. 
34 Ika Yunia Faauzia dkk, Prinsip Dasar Ekonomi Islam (Jakarta: Kencana, 2014) 119. 



































Dan bagi mereka yang telah memperkerjakan buruh mempunyai 
tanggungjawab moral dan sosial.35 
3. Modal  
Menurut Ahmad Ibrahim yang ada dalam bukunya yang 
berjudul Al-Iqtisad As-siasi telah mendefinisikan modal merupakan 
kekayaan yang dapat menghasilkan hasil yang akan digunakan dalam 
menghasilkan sesuatu kekayaan lainnya.36  
4. Manajemen Produksi 
Suatu Faktor produksi yang tidak akan menghasilakan profit 
yang baik jika tidak terdapat suatu manajemen yang baik. Dikarenakan 
Tanah, modal, tenaga kerja dan lain sebagainya tidak akan bisa berdiri 
sendiri.  
5. Teknologi  
Yang di maksud oleh Teknologi adalah  suatu ilmu yang 
melingkupi tentang cara menerapkan sains untuk memanfaatkan alam 
bagi kesejahteraan dan kenyamanan manusia. Maka seorang produsen 
muslim dituntut dalam menggunakan teknologi dengan sebaik-baiknya 
guna tujuannya untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam proses 
produksi untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat. 
6. Bahan Baku 
Bahan baku sendiri dapat dibagi menjadi dua macam, adakalanya bahan 
baku tersebut merupakan sesuatu yang harus didapat ataupun yang 
                                                                
35 Muhammad Manan, Teori dan Praktik Ekonomi Islam (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 
1995) 58. 
36 Edwin Nasution, Mustafa, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam (Jakarta: Kencana Prenada Media 
Group 2006), 70. 



































dihasilkan oleh alam, tanpa ada penggantinya. Ada juga yang dari alam 
tetapi dapat diganti denngan bahan baku lain yang telah ada.37 
Bahan baku adalah faktor dimana dalam proses produksi tanpa 
adanya bahan baku, seorang produsen tidak bisa melangsungkan proses 
produksinya. Penggunaan bahan baku tersebut dalam proses melakukan 
produksi menurut Islam bertitik tolak dari manfaat ekonomi yang telah 
dihasilkan oleh suatu produk, dan bertitik tolak dari kehalalan bahan 
baku tersebut.  
Prinsip-prinsip produksi menurut dari sebagian pakar yang merinci 
prinsip-prinsip produksi dalam ekonomi Islam, yaitu diantaranya :38 
1. Produksi dengan cara halal 
2. Produksi yang dilandasi keadilan 
3. Produksi yang ramah lingkungan 
4. Produksi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat 
Islam mengajarkan bagi seorang hamba muslim, hendaknya tidak 
saling memakan harta di antara sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan 
jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Tidak 
terkecuali bagi masyarakat petani, khususnya petani penggarap 
melalui sistem bagi hasil yang umumnya terjadi di pedesaan. 
Sebagai pekerjaan tambahan untuk menutupi kebutuhan keluarga 
                                                                
37 Ika Yunia Faauzia, Prinsip Dasar Ekonomi Islam (Jakarta: Kencana, 2014), 122. 
38 Rustam Efendi, Produksi Dalam Islam, (Yogyakarta: Magista Insania Press, 2003), 14. 



































sebagian masyarakat menyibukkan dirinya dengan kegiatan 
sebagai petani penggarap.39   
Pertanian juga sebagai jenis usaha atau kegiatan ekonomi berupa 
penanaman tanaman atau usaha tani (pangan, perkebunan, dan kehutanan), 
peternakan (beternak) dan perikanan (budidaya dan menangkap). Sementara 
petani adalah orang yang melakukan usaha untuk memenuhi sebagian atau 
keseluruhan kebutuhan hidupnya di dalam bidang pertanian dalam arti luas 
yang meliputi usaha pertanian, peternakan, perikanan, dan pemungutan hasil 
laut.  
Menurut Mosher, pertanian adalah suatu bentuk produksi yang khas 
yang didasarkan pada proses pertumbuhan tanaman dan hewan. Petani 
mengelola dan merangsang pertumbuhan tanaman dalam suatu usaha tani, 
dimana kegiatan produksi merupakan bisnis, sehingga pengeluaran dan 
pendapatan sangat penting. 
C. Sistem  Muzāra’ah. 
Menurut kitab mu’amalah tafsir ayat-ayat hukum (Fiqh Al-Qur’an) 
tafsir al-Burhan edisi al-Ahkam mengatakan pelaku akad, keduanya haruslah 
orang yang memiliki kemampuan bertindak: Baligh, merdeka, dan rasyid. 
Menurut Imam Syafi’i muzāra’ah  bisa sah dengan syarat pemilik tanah yang 
sekaligus pemilik benih tadi mendapatkan 2/3 dari hasil panen atau lebih dan 
pekerjaannya mendapatkan 1/3.40 dan  muzāra’ah  kadar bagian pekerja dan 
                                                                
39 Muhammad Usman, al-Rizq al-Halal wa al-Hakikah al-Tawakal al Allah (Kairo: Matahabbah Al-
Qur’an,1972), 53. 
40 Ahmad bin Muhammad Ad-Dhabi, al-Lubab Fi al-Fiqh Asy-Syafi’i, (beirut:Dar Kutub Al-
Ilmiayah,2007),92 



































pemilik tanah hendaknya bagian tersebut adalah hasil yang diperoleh dari 
tanah tersebut seperti sepertiga, seperempat atau lebih dari hasilnya.41 
Hal yang tidak diperbolehkan dalam muzāra’ah yaitu tidak boleh 
mensyaratkan sebidang tanah tertentu ini untuk si pemilik tanah dan sebidang 
tanah lainnya untuk sang petani penggarap. Sebagaimana sang pemilik tanah 
tidak boleh mengatakan, “Bagianku sekian wasaq”42 
Menurut Hanafiah rukun  muzāra’ah  ialah “akad, yaitu ijab dan kabul 
antara pemilik dan pekerja, secara rinci rukun-rukunya yaitu tanah, perbuatan 
pekerja, modal dan alat-alat untuk menanam.” 
Syarat-syaratnya ialah sebagai berikut: 
1. Syarat bertalian dengan ‘Aqidain, yaitu harus berakal;  
2. Syarat yang berkaitan dengan tanaman, yaitu disyaratkan adanya 
penentuan macam apa saja yang ditanam;  
3. Hal yang berkaitan dengan perolehan hasil tanaman, yaitu bagian masing-
masing harus disebutkan jumlahnya (persentasenya), hasil adalah milik 
bersama;  
4. Hal yang berhubungan dengan tanah yang akan ditanami seperti lokasi 
tanah dan batas tanah; 
5. Hal yang berkaitan dengan waktu dan syarat-syaratnya;  
6. Hal yang berkaitan dengan alat-alat yang digunakan dalam bercocok 
tanam  Muzāra’ah. 
                                                                
41 Muhammad Yazid, Fiqh Muamalah, (Surabaya, Imtiyaz, 2017), 222 
42 Ibid. 221 



































Adapun menurut para jumhur ulama’ terdapat 4 rukun dalam 
melakukan akad  muzāra’ah.43 
1. Pemilik tanah 
2. Petani Penggarap 
3. Objek al- muzāra’ah 
4. Ijab dan qabul secara lisan maupun tulisan. 
Menurut ulama Hanafiyah, hukum  muzāra’ah yang sahih adalah 
sebagai berikut:  
1) Segala keperluan untuk memelihara tanaman diserahkan kepada 
penggarap. 
2) Pembiayaan atas tanaman dibagi antara penggarap dan pemilik tanah 
3) Hasil yang diperoleh dibagikan berdasarkan kesepakatan waktu akad. 
4) Menyiram atau menjaga tanaman. 
5) Dibolehkan menambah penghasilan dan kesepakatan waktu yang telah 
ditetapkan. 
6) Jika salah seorang yang akad meninggal sebelum diketahui hasilnya, 
penggarap tidak mendapatkan apa-apa sebab ketetapan akad didasarkan 
pada waktu. 
Dapat dijelaskan bahwa  muzāra’ah merupakan kerjasama antara 
pemilik tanah dan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang 
jumlahnya menurut kesepakatan bersama, sedangkan benih (bibit) tanaman 
berasal dari pemilik tanah. Bila bibit disediakan si pekerja, maka kerjasama 
ini disebut mukhabarah. 
                                                                
43 Haroen Nasreon, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 278 



































Sistem  muzāra’ah dalam hukum Islam merupakan sistem dimana 
dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan 
usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas 
keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil 
dalam sistem lahan pertanian dalam aturan syari’ah yang berkaitan dengan 
pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya 
kontrak (akad). Besarnya penentuan dalam bentuk bagi hasil antara kedua 
belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan 
adanya kerelaan di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.  
انش دح  لتاقم نب دمحم
ولااانربخاز لوم يش اجنلا يبا نع يعا
جيدخ نب عفار  
عفار تعمس  همع نع عفار نب جيدخ نب
 اهن دقل ريهظ لق عفار نب ريهظ
 لوسران 
 رانب ناک رما نع ملسو هيلع اللہ لص اللہ
اللہ لص اللہ لوسر لاقام تلق اقفا 
  قخ وهف ملسو هيلعلوسر يناعد لق  اللہ
 هيلع اللہ لصنوعنست ام لق ملسو  
  عبرلا لع اھرج اون تلق مکلق احمب
لعو قسولاا  لق ريعشلاو رمتلا نم
ااولعفتلا 
َّزعفار لاق اھوکسماوااھوعروا اھوعر 
ۃع اطو اعمس تلق 
Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqatil 
telah mengabarkan kepada kami 'Abdullah telah mengabarkan kepada 
kami Al Awza'iy dari Abu An-Nahasyiy, maula Rafi' bin Khudaij aku 



































mendengar Rafi' bin Khudaij bin Rafi' dari pamannya,, Zhuhjair bin 
Rafi' berkata, Zhuhair: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah 
melarang kami dari suatu urusan yang kami dapat mengambil manfaat 
darinya". Aku bertanya: "Apa yang dikatakan oleh Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam yang sudah pasti suatu kebenaran?" Dia 
berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memanggil aku seraya 
bertanya: "Apa yang kalian kerjakan dengan tanah ladang kalian?" Aku 
jawab: "Kami memberi upah untuk pekerja dengan pembayaran 
seperempat bagian' atau sewasaq dari kurma atau gandum". Beliau 
bersabda: "Janganlah kalian kerjakan tapi tanamilah oleh kalian sendiri 
atau pekerjakan orang tanpa bayaran atau kalian biarkan tanah kalian". 
Rafi' berkata; Aku katakan: "Kami mendengar dan kami taati".44 
 
Adapun dari hadis yang melarang akad tersebut adalah “apabila 
penghasilan dari sebagian lahan yang ditentukan mesti kepunyaan salah dari 
seorang diantara mereka. Karena memang di masa waktu itu maro tanah 
dengan yang di syaratkan akan mengambil penghasilan dari sebagian 
tanahnya yang lebih subur, dari persentase bagian dari masing-masing pun 
tidak diketahui. Keadaan seperti inilah yang telah dilarang oleh Nabi 
Muhammad SAW. Yang terkandung dalam hadis tersebut, yang disebabkan 
pekerjaan demikian bukanlah dengan cara adil dan insaf. Karena Pendapat ini 
pun dikuatkan dengan alasan dari segi kemaslahatan dan kebutuhan orang 
banyak.45  
Sedangkan menurut ulama’ mazhab yaitu ; 
1. Menurut Imam Syafi’i, akad  muzāra’ah (orang yang mengerjakan 
tanah orang lain dengan memperoleh sebagian dari hasilnya), sedang 
bibit (biji) dipergunakan oleh kepunyaan pemilik tanah, tidak 
dibolehkan, karena tidak sah menyewakan tanah dengan hasil yang 
                                                                
44 Abu Hussain Muslim, Ṣaḥiḥ Muslim, Vol. 2 (Darussalam Global Leader In Islamic Books Riyadh 
, Saudi Arabia 2007), 464 hadis 2171. 
45 Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam, (Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2007), 302-303 



































diperoleh dari padanya. Sebagian ulama’ mazhab Syafi’iyah yaitu 
Imam Nawawi Ibnu Mundir membolehkan.46 sama dengan musaqah 
(orang upahan). 
2. Ulama-ulama Hanafiyah berkata :  muzāra’ah pada syara’ ialah suatu 
akad tentang pekerjaan di atas tanah oleh seseorang dengan pemberian 
sebagian hasil, baik dengan cara menyewakan tanah dengan sebagian 
hasil, ataupun yang empunya tanah mengupahkan yang bekerja dengan 
pembagian hasil. Kata Abu Hanifah dan Muhammad : Boleh. 
3. Ulama-ulama Malikiyah berkata :  muzāra’ah  pada syara’ ialah : suatu 
akad yang batil, kalau tanah dari salah seorang sedang bibit dan alat dari 
orang lain.  muzāra’ah yang dibolehkan ialah : berdasarkan upah 
4. Ulama-ulama Hanbaliyah berkata :  muzāra’ah ialah : orang yang 
mempunyai tanah yang dipakai untuk bertanam dan memberikannya 
kepada seseorang yang akan mengerjakan serta memberikan kepadanya 
bibit, atas dasar diberikan kepadanya sebagian hasil bumi itu, sepertiga 
atau seperdua. 
Menurut Sayyid Sabiq, dalam bukunya Fiqih Sunnah mendefinisakn  
muzāra’ah dengan kerjasama dalam penggarapan tanah dengan imbalan 
sebagian dari apa yang dihasilkannya. Dan maknanya disini adalah pemberian 
tanah kepada orang yang akan menanaminya dengan catatan bahwa dia akan 
mendapatkan porsi tertentu dari apa yang dihasilkannya, sesuai dengan 
kesepakatan kedua belah pihak.47 
                                                                
46 Burhanuddin Ibrahim, Hasyiyah Ibrahim al Baijuri, Vol 2  (Jl. Bajuri atau Baijur, 1258 H), 35. 
47 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, (Jakarta : PT. Pena Pundi Aksara, 2009). 133-134 



































Adapun Imam Syubqi juga memperbolehkannya akad  muzāra’ah 
seperti ulama’-ulama’ zaman akhir, akan tetapi Imam Syubqi juga 
memperbolehkan keduanya (akad Musaqah dan akad  muzāra’ah) 
berdasarkan dalil bahwasanya Syaidina Umar r.a melakukan akad tersebut 
meskipun hal ini pendapat yang lemah.48 
Dasar Hukum muzāra’ah yaitu kerjasama dalam bentuk muzāra’ah 
menurut beberapa ulama hukumnya adalah boleh.  Dasar kebolehannya itu, 
di samping dapat dipahami dari umummnya Firman Allah yang menyuruh 
saling tolong menolong, juga secara khusus dari hadits Nabi dari Ibnu Abbas 
menurut riwayat al-Bukhari. 
                                                                
48 Zainuddin al-Malibari, Hasyiah I'anah al-Thalibin, Vol 3, (Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, Beyrut 
1226-1310H), 149 





































DI DESA KARANGAN  , KECAMATAN KEPOHBARU 
   KABUPATEN BOJONEGORO 
A. Gambaran Umum Ds. Karangan, Kec. Kepohbaru, Kab. Bojonegoro 
Kondisi Sosial  Ekonomi Masyarakat 
Yang berkaitan dengan kondisi sosial yang ada di masyarakat Desa 
Karangan, Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro sendiri yaitu 
terdapat 1 buah masjid dan 12 musholla. Masyarakat Desa Karangan, 
Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro ini terkait agamanya 
sangatlah kuat dapat dikatakan masyarakat yang agamis, dalam hal beribadah. 
Karena dapat dilihat dari kegiatan masyarakat yang setiap satu bulan sekali 
mengadakan Istiqhosah di masjid pada malam jum’at phaing, Mengadakan 
istiqomah ziarah wali ke Makam Maulana Malik Ibrahim pada malam jum’at 
Legi. Mengadakan dziba’ pada malam jum’at – jum’at tertentu dll. 49 
Berdasarkan Ekonomi Masyarakat di Desa Karangan, Kecamatan 
Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro dibagi menjadi 2, yaitu: 
a.  Pengangguran 
   - Jumlah angkatan kerja (Penduduk usia 18-56 tahun) : 1000 Orang 
   - Jumlah penduduk usia18-56 masih sekolah dan bekerja   : 100  
   - Jumlah penduduk 18-56 yang menjadi ibu rumah tangga : 250 
                                                                
49 Carik Choirul, perangkat Desa Karangan Wawancara, Bojonegoro, 02 Februari 2020 



































   - Jumlah penduduk 18-56 yang bekerja tidak tertentu         : 50 
   - Jumlah penduduk 18-56 cacat dan tidak bekerja : 5 Orang 
   - Jumlah penduduk 18-56 cacat dan bekerja  : 1 Orang 
b. Kesejahteraan Keluarga 
  - Jumlah Kepala Keluarga Prasejarah  : 235 
  - Jumlah Kepala Keluarga sejahtera 1  : 199 
  - Jumlah Kepala Keluarga sejahtera 2  : 135 
  - Jumlah Kepala Keluarga sejahtera 3  : 111 
  - Jumlah Kepala Keluarga sejahtera 3 plus : 78 
  - Total jumlah kepala keluarga    : 750 
1. Kondisi Geografis Ds. Karangan, Kec. Kepohbaru, Kab. 
Bojonegoro 
Desa Karangan, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro 
termasuk dataran rendah yang berada pada 2000 M diatas permukaan 
laut. Yang terletak di Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro. 
Dengan batasan-batasan sebagai berikut. 
- Sebelah Utara    : Desa Selorejo Kecamatan Baureno 
- Sebelah Selatan    : Desa Mudung Kecamatan Kepohbaru 
- Sebelah Barat       : Desa Betet Kecamatan Kepohbaru 
- Sebelah Timur     : Desa Sambungrejo kecamatan Modo Lamongan 
Desa Karangan, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro 
terdiri dari 4 dusun, Yaitu: 



































b. Dusun Karangan 
c. Dusun Pojok 
d. Dusun Tulung 
e. Dusun paloh 
Dari 4 Dusun tersebut, terdiri dari 4 RW (Rukun Warga) dan 25 
RT (Rukun Tetangga). 
2. Keadaan Demografi Ds. Karangan, Kec. Kepohbaru, Kab. 
Bojonegoro 
Jumlah keseluruhan Penduduk di Desa Karangan, Kecamatan 
Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro sebanyak 3.493 Orang dengan 
rincian: 
a. Laki-laki  : 1843 Orang 
b. Perempuan  : 1650 Orang 
Serta jumlah kepala keluarga (KK) yang ada sebanyak : 1161 KK 
Jumlah penduduk Desa Karangan, Kecamatan Kepohbaru, 
Kabupaten Bojonegoro berdasarkan Umur sebagai berikut : 
a. Kelompok Pendidikan 
1) Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK  : 95 Anak 
2) Usia 3-6 tahun yang sedang Playgroup/TK  : 198 Anak 
3) Usia 7-18 yang tidak pernah sekolah  :  - 
4) Usia 7-18 yang Sedang menempuh sekolah : 647 Siswa 
5) Usia 18-56 tahun Yang tidak pernah sekolah :  - 
6) Usia 18-56 tahun yang pernah Sd tapi tidak tamat : 120  



































b. Kelompok Tenaga Kerja 
1)  10 – 14 tahun :  - 
2)  15 – 19 tahun : - 
3)  20 – 26 tahun : - 
4)  27 – 40 tahun : - 
5)  41 – 56 tahun : - 
6)  57 keatas  : - 
 Mayoritas penduduk di Desa Karangan, Kecamatan 
Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro bermata pencaharian sebagai 
petani. Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian diantaranya 
sebagai berikut : 
a. Karyawan : 
1).  Pegawai Negeri Sipil  : 2 Orang 
2).  A B R I     : 1 Orang 
3).  Swasta     : - 
b. Wiraswasta/Pedagang  : 25 Orang 
c. Petani        : 957 Orang 
d. Peternak        : 2 Orang 
e. Buruh Tani        : 497 Orang 
f. Pensiun        : 1 Orang 
g. Nelayan        : 2 Orang 
Sedangakan Jumlah penduduk berdasarkan Pendidikan, yaitu :50 
                                                                
50 Data diperoleh dari data demografi dan monografi  berdasarkan potesi Desa Karangan Tahun 2019 




































Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan 
NO PENDIDIKAN JUMLAH PENDIDIKAN JUMLAH 
 
LULUS PENDIDIKAN UMUM LULUSAN PENDIDIKAN KHUSUS 
1.  Taman Kanak – 
kanak 
35 Pondok Pesantren 38 
2.  Sekolah Dasar 550 Madrasah - 
3.  SMP/SLTP 176 PendidikanKeagamaan 
- 







6.  Sarjana S1-S3 38  
 
jumlah 1.039 Jumlah 
38 
 
3. Kondisi Tanah Ds. Karangan, Kec. Kepohbaru, Kab. Bojonegoro 
Luas Desa Karangan, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten 
Bojonegoro sekitar 47.30 ha/m2.. Yang terdiri dari : 
a. Tanah Sawah 
- Irigasi Tekhnis  :  -- 
- Irigasi setengah Tekhnis : 219.00 Ha. 
- Irigasi sederhana  :  -- 
- Tadah Hujan  : 27.00 Ha. 
b. Tanah kering 



































- Pekarangan/Bangunan  : 45.00 Ha. 
- Lapangan Olahraga : 0,75 Ha. 
- Tegalan/Kuburan     : 0,25 Ha. 
- Tambak     : -- 
c. Lain-lain (sungai, jalan) 
B. Praktek Pelaksanaan Akad Paro 
Sebelum penulis membahas pelaksanaan akad paro lebih lanjut yang 
terjadi di Desa Karangan, terlebih dahulu penulis akan menggambarkan alur 
dari akad paro di Desa Karangan serta menyebutkan tentang sebab akibat 
maupun alasan yang mendasari mereka melakukan akad paro tersebut. 
1. Alur perjanjian Paro 
a. Jadi awal diadakannya kesepakatan antara pemilik tanah dan 
orang yang menggarap ini atas dasar inisiatif dari si pemilik 
tanah, karena alasannya si pemilik tanah ini mempunyai banyak 
tanah sekitar 3 ha. Pemilik tanah tidak dapat menggarapnya 
sendiri dikarenakan disamping seorang petani, beliau (pemilik 
tanah)  juga pedagang tembakau. Kesepakatan ini dilakukan 
dengan cara lisan (face to face). Pada penelitian ini menggunakan 
akad secara lisan. Sebagai contoh: 
Pemilik Tanah : “aku mempunyai 1 ha sawah yang sudah 
hampir 1/2 tahun tidak ke garap (kerjakan) dari pada nelo 
(berlubang) mending urusin bagaimana.   Aku sendiri tidak  ada 
waktu untuk ngurus begitu banyak e sawah. Masalah bibit nanti 



































aku yang menyediakan dan untuk keuntungannya nanti kita bagi 
berdua ketika sudah panen.”51 
Petani Penggarap: “ iya pak, saya mau dan insya’allah 
sangup menggarap sawah bapak”.52 
b.  Kemudian mereka bersepakat dan melakukan akad, lalu 
keduanya bermusyawarah bagaimana tata cara penggarapan dan 
berapa jangka waktu akad yang akan di kerjakan. 
c. Penggarap sawah atau pekerja melakukan penanaman hingga 
mengolahnya sampai siap panen. 
d. Selanjutnya Hasil panen di kumpulkan menjadi satu dikumpulkan 
di tempat penggilingan padi. 
e. Yang terakhir sebelum dibagikan hasil panennya, hasil kotor dari 
panen tersebut dikurangi dahulu untuk perawatan sawah dan lain-
lain yang telah disepakati diawal, kemudian setelah itu baru 
sesuai kesepakatan di awal akad. 
Selama dalam proses penelitan berlangsung, penulis dapat 
menyimpulkan alasan yang menjadi dasar sebab dilakukannya akad 
paro di Desa Karangan, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten 
Bojonegoro yaitu sebagai berikut: 
a. Bagi pemilik lahan 
- Karena ada kesibukan lain yang tidak bisa ditinggalkan, 
sehingga mereka tidak mempunyai waktu untuk mengelola 
                                                                
51 Harno, salah satu pemilik lahan, Wawancara, Bojonegoro, 20 Februari 2020 
52 Erham, salah satu penggarap lahan pertanian, Wawancara, Bojonegoro, 20 Februari 2020 



































lahan tanah tersebut. Meskipun mereka sebenarnya dapat 
menggarapnya sendiri. 
- Karena pertimbangan usia nya yang sudah lanjut sehingga 
dianggap tenaganya yang kurang cukup dalam mengelola 
lahannya sendiri. 
- Tujuannya juga untuk menolong tetangganya yang tidak 
mempunyai penghasilan/pekerjaan tetap. 
b. Bagi petani penggarap 
- Mencari tambahan penghasilan dengan cara menggarap lahan 
orang lain, guna menolong pemilik lahan dalam pengelolaan 
sawah 
- Karena penggarap tidak mempunyai sawah/lahan petanian, 
walaupun mereka memiliki keahlian dalam bertani, yang 
sehingga tidak berfikir panjang mereka menerima tawaran 
untuk menggarap lahannya. 
Tabel 1.3 
Kegiatan Akad paro Di Desa Karangan   







yang di lakukan oleh 
pemilik tanah dan 
penggarap tersebut tidak 
sesuai dengan akad 
muzāra’ah karena 
penggarap tidak mau 
pembagiannya lebih besar 
dari pemilik tanah yaitu 
atau ½ atau 1/3.  
Akad paro 















































kerja yang dilakukan oleh 
Bapak H. Harno dengan 
Bapak Erham sudah 
sesuai  dengan sistem 
muzāra’ah karena mereka 
membagi hasilnya dengan 
cara kesepakan diawal 
dan disesuaikan dengan 
hasil akhir. 
Akad paro yang 
dilakukan Bapak 















Kontrak kerja yang 
dilakukan oleh Bapak 
Kamto dan Bapak 
Mas’ud belum sesuai 
karena sering terjadi 
perselisihan diakhir, 
karena tidak ada 
kesepakatan di awal, dan 
tidak ada kejelasan di 
akhir, mereka hanya 
melakukan akad kontrak 
kerja saja. 
Akad paro 




karena akad ini 
tidak ada 
kejelasan di 
akhir dan tidak 
ada akad bagi 
keduanya, si 
penggarap dan si 
pemilik tanah 
Bagi hasil pengelolaan lahan pertanian ini, yang terjadi di Desa 
Karangan, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro yang 
menurut sebagian para pelaku di wilayah objek penelitian yang 
berbeda-beda pendapatnya, sebagian besar ada yang mengatakan 
bahwa dengan bagi hasil paro lebih menguntungkan dari pada bentuk 
pengolaan tanah yang lainnya, dengan alasan tidak perlu mereka 
mengeluarkan biaya ataupun tenaga. Mereka hanya menerima hasil 
panen. 



































Ada pula yang berpendapat bahwa sistem paro dapat dikatakan 
sama artinya lahan pertanian sama jika dikerjakan sendiri, sama-sama 
memperoleh modal yang telah di keluarkannya, atau dengan kata lain, 
hasil yang diperolehnya sama dengan biaya yang telah dikeluarkan. Jadi 
tidak untung dan tidak rugi.53 
Pendapat lain ada yang mengatakan kalo sistem paro tersebut 
lebih banyak ruginya dibandingkan dengan hasil yang diperolehnya. 
Alasan yang dikemukakan adalah hasil panen yang mereka panen tidak 
sesuai atau tidak sebanding dengan biaya dan tenaga yang telah mereka 
keluarkan selama penggarapan.54 Dan Alasan ini juga kebanyakan 
dikemukakan dari para penggarap.  
Berikut ini penulis akan memukakan  beberapa bentuk paro 
yang terjadi di Desa Karangan, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten 
Bojonegoro. 
a. Lahan pertanian dan benih tanaman yang akan dikerjakan berasal 
dari pemilik tanah. Lalu penggarap yang mengelola tanah. Dalam 
hal ini pemilik tanah bertanggung jawab atas pembayaran pajak 
dan hak milik. Sedangkan tanggungan untuk yang berhubungan 
dengan pengelolaan sawah/tanah menjadi tanggungan penggarap. 
b. Untuk pupuk, Bibit dan lahan pertanian yang dikerjakan oleh 
penggarap yang berasal dari pemilik lahan, sedangkan untuk 
tenaga dan alat serta biaya berasal dari penggarap. 
                                                                
53 Mas’ud. Salah satu petani penggarap,Wawancara, Bojonegoro 20 Februari 2020 
54 Mataji, Kasun desa karangan, Wawancara, Bojonegoro, 20 Februari 2020 



































Dari kedua bentuk akad sistem paro di Desa Karangan   tersebut 
yang banyak dilakukan oleh sekelompok masyarakat Desa Karangan 
dengan bagi hasil yang terutama bagi hasil untuk tanaman tembakau 
dan padi. 55  
Hal ini 1 hektar sawah membutuhkan benih 4000 ( Empat ribu 
biji) tembakau, untuk pengairan dari penggarap membutuhkan satu 
kolam penyimpanan air dengan tarif satu kali siraman Rp 100.000,-. 
untuk satu minggunya disiram 1 kali siraman. Lamanya sampai 3 bulan 
hingga panen. Hasilnya Rp. 6.000.000,-. (Enam juta rupiah). Lalu di 
bagi penggrap Rp. 3.000.000,- dan untuk pemilik lahan Rp. 3.000.000,- 
untuk penjualan tembakaunya setiap 1 kilo harganya mencapai Rp. 
20.000.- . 
2. Subyek dan obyek perjanjian Paro 
Subjek perjanjian akad Paro pemilik lahan dan petani 
penggarap pertanian.  
Sedangkan yang menjadi objek perjanjian akad Paro ini adalah 
tenaga kerja dan tanaman tembakau, tanaman tembakau berbeda 
dengan tanaman padi, jagung dll. Tanaman tembakau sebelum 
digarap/dikerjakan di sawah bijinya biasanya ada di bedengan, ketika 
sudah waktunya untuk ditanam maka biji tembakau ini di beri lobang 
lalu ditanam. Penaman tembakau harus benar-benar teliti dalam bahasa 
jawanya telaten karena tumbuhan tembakau tidak bisa kena banjir dan 
                                                                
55 Suwardi, pimpinan/sesepuh desa Karangan, Wawancara,  Bojonegoro, 20 Februari 2020 



































juga tidak bisa tanahnya terlalu kering. Alasan ini membuat rata-rata 
para petani tidak sanggup untuk menanggung sebagian seperti hal nya 
pada musim hama. Kebanyakan penggarap tidak pernah mempelajari 
secra khusus terkait penanaman dan merawat tanaman tembakau, hanya 
saja mereka sudah terbiasa dan berdasarkan pengalaman yang mereka 
sudah dapatkan sebelumnya.56 
3. Jangka waktu perjanjian Paro  
Terkait jangka waktu perjanjian dari akad Paro yang ada di 
Desa Karangan, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro ini 
tidak dibatasi. Jadi misal si penggarap masih sanggup dalam 
penggarapan sawah maka perjanjian tersebut akan terus berlanjut. Dan 
apabila si penggarap sudah tidak kuat untuk mengerjakannya atau 
sering sakit-sakit an maka dari itu perjanjian akan diakhiri. Bisa juga 
dilimpahkan kepada orang lain.  
pemilik lahan berkeinginan untuk mengakhiri perjanjian 
tersebut mungkin dikarenakan hasil yang di perolehnya kurang bagus. 
Oleh karena itu untuk jangka waktu yang tidak dibatasi, maka 
perjanjian dapat berakhir kapan saja. Artinya bagi kedua pihak antara 
si pemilik lahan dengan si penggarap dapat mengakhiri perjanjian 
kapanpun dia mau. Meskipun hal ini dari salah satu diantara mereka 
masih ingin melanjutkan atau tidak ingin mengakhiri perjanjian itu. 
                                                                
56 Erham, Harno,  penggarap dan pemilik tanah, Wawancara, Bojonegoro, 20 Februari 2020 



































4. Praktek pelaksanaan bagi hasil Paro 
Tahap terakhir dalam akad Paro adalah pembagian hasil panen 
selama proses pengolahan. Adapun pembagian hasilnya sebagai berikut 
: Apabila satu kedok (satu petak) ditanami tembakau bibitnya 3000 biji. 
1000 bijinya harganya Rp. 30.000,-. Jadi 3000 biji X Rp. 30.000 = Rp. 
90.000,-. Pupuk mes 1 karung seharga Rp 125.000 X 2 karung = Rp. 
250.000, untuk penyiraman membutuhkan air satu kolam dengan 
ukuran 1 X 5-6 meter dengan biaya pengisian air Rp. 50.000 pohon 
tembakau tumbuh membutuhkan 10x kolam, jadi 10 kolam X Rp. 
50.000 = Rp 500.000,-. Penggarapan untuk mencangkul 5 orang satu 
hari Rp. 100.000,- Jadi 5 orang X Rp.100.000 = Rp. 500.000,- 
sedangkan untuk penanamannya membutuhkan 4 orang dengan upah 
perharinya Rp.100.000,- jadi 4 orang X Rp. 100.000 = Rp. 400.000,-.    
Lalu setelah daunnya dipisahkan (Di rajang) mencapai 1 Kg 
kering Rp 3000 X 1 Kintal = Rp 300.000,- jadi pengambilan daun dari 
bawah hingga atas mendapatkan 3 kintal. Harga rata-rata Rp. 20.000 X 
3 Kintal = Rp. 6.000.000,- Jadi setelah di paro penghasilan pertama 
sampek habis mendapatkan uang Rp. 6.000.000 (Enam juta rupiah). 
Pemilik sawah menyumbang pupuk dan bibit Rp. 250.000 + Rp. 
900.000 = Rp. 1.150.000,- tidak di potong.57 Jadi yang maro mendapat 
ongkos ngrajang satu Kg kering = Rp. 3000 X 300 Kg = Rp. 90.000 
 Ongkos mencangkul     Rp. 500.000,- 
                                                                
57 Erham, petani penggarap, Wawancara, Bojonegoro, 20 Februari 2020 



































 Penanaman Bibit     Rp. 400.000,- 
 Penyiraman      Rp. 500.000,- 
Jumlah Keseluruan             Rp. 1.400.000,- 
  Jadi Hasil = Rp. 6.000.000,- 
 Dipotong = Rp. 1.400.000,- 
  Hasil Akhir     = Rp. 4.600.000,- 
  Jadi Rp.4.600.000 : 2    = Rp. 2.300.000,- 
  
 




































KONTRAK KERJA (PARO) PRODUKSI PERTANIAN DI BOJONEGORO 
PERSPEKTIF SISTEM  MUZĀRA’AH 
A. Analisis Di Desa Karangan Kecamatan Kepohhbaru Kabupaten 
Bojonegoro 
Adapun kontrak kerja yang dilakukan oleh penduduk di Desa 
Karangan adalah berangkat berdasarkan dari kebiasaan (adat) ataupun 
pembelajaran dari orang-orang terdahulu sebelum mereka.58 Dari uraian 
sebelumnya pemilik lahan meminta penggarap untuk menggarap sawahnya. 
Dari kutipan praktik tersebut, jika ditinjau dari prespektif  ajaran agama Islam 
hal tersebut termasuk akad muzāra’ah, yakni pemilik tanah meminta 
penggarap untuk menggarap sawahnya, lalu penggarap mau untuk menggarap 
sawah tersebut, maka terjadilah suatu kontrak  kerja antara keduanya, akan 
tetapi suatu akad, dapat dikatakan akad jika berdasarkan syarat dan ketentuan-
ketentuan.   
Masyarakat Desa Karangan, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten 
Bojonegoro ini sendiri  belum mengetahui betul terkait akad dalam suatu 
perjanjian yang diajarkan oleh Nabi dan Sahabat-sahabat serta ajaran yang 
ada dalam agama Islam.  
                                                                
58 Kamto, Pemilik tanah, Wawancara, Bojonegoro 18 Januari 2020 



































Kontrak kerja di Desa Karangan merupakan kontrak kerja yang tidak 
langsung memberikan dampak positif serta memberikan nilai kebaikan bagi 
pemilik tanah dan penggarap karena menjadi contoh bagi masyarakat luas. 
Penduduk di Desa Karangan kehidupannya rata-rata sangat tergantung pada 
hasil bagi hasil yang dikerjakannya. Apabila praktik semacam itu dijalankan 
secara continue (terus-menerus) dari masa ke masa, maka masyarakat dari 
golongan tidak mampu (pihak penggarap) akan merasakan dampak positif 
yang ditimbulkan dari kontrak kerja tersebut. Hal tersebut sesuai dengan 
firman Allah SWT yang berbunyi: 
  ىَوْقَّتلاَو ِ ِربْلا َىلَع اُونَوَاَعتَو  ۖ  َوَاَعت َلََو ِناَوُْدعْلاَو ِْمث ِْلْا َىلَع اُون  ۖ 
 َ َّاللّ اُوقَّتاَو  ۖ  ِبَاقِعْلا ُديِدَش َ َّاللّ َِّنإ 
“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 
takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan 
pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya 
Allah Amat berat siksa-Nya”.59 
 Praktek kontrak kerja paro tersebut juga tidak terlepas dari unsur 
kebersamaan yang dibangun oleh  warga desa karangan. Yang dilandasi 
dengan pondasi yang kuat sehingga harapannya kehidupan sosial berjalan 
dengan kondusif, sejahtera dan penuh kasih sayang. Karena warga desa 
karangan berprinsip bahwa semua orang adalah bersaudara. Dengan adanya 
toleransi dan prinsip kebersamaan dapat menumbuhkan rasa kepedulian antar 
sesama, diantaranya pemilik tanah dan penggarap saling bahu-membahu 
bergerak ke arah kebaikan. Seperti sabda Rasulllah SAW yang berbunyi: 
                                                                
59 Departemen Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya. IKAPI. (Bandung: CV. Diponegoro.2003) 
 



































ن ثَّدحا ابونب  ركب  یباهبيش َ أولاق جشلاادیعسوب 
نع یبعشلا نع شمعلاا نع عیکوانشدح انامعنل  لاق لاق ریشب نب
 لوسراللہ لص اللہ هيلع املسو  
 دحاو لج رک نونمومل انا یکتش  یعادت  هسار
 هلاسرِئ  رهسلاو یمحلاب دسجلا  
Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu 
Syaibah dan Abu Sa'id Al Asyaj keduanya berkata; Telah 
menceritakan kepada kami Waki' dari Al A'masy dari Asy Syabi' 
dari An Nu'man bin Bisyir dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Orang-orang mukmin itu bagaikan satu orang, 
apabila kepalanya terasa sakit, maka seluruh tubuhnya ikut sakit 
(tidak bisa tidur dan panas)”.60 
 
Makna yang tersirat dari hadis tersebut adalah suatu individu harus 
saling berbuat baik kepada yang lainnya dalam melakukan kehidupan sehari-
hari, baik teman, masyarakat ataupun bahkan keluarga sekalipun. Karena 
pada hakekatnya hidup dimasyarakat menentukan baik tidaknya pergaulan 
individu seseorang. Praktik kerja dengan pengelolaan lahan pertanian juga 
pada hakekatnya menjadi bentuk dari menjaga hubungan dengan sesama 
individu dalam bermasyarakat, karena pada kerjasama satu sama lain 
menjadikan semangat dan bersungguh-sungguh agar dapat menghasilkan 
sesuatu yang terbaik demi kemaslahatan yang didapatkan antara kedua belah 
pihak. 
Bagi pihak pemilik, kebersamaan ditunjukkan dengan rasa mengasihi 
kepada penggarap, selain itu apabila penggarap merugi karena hasil panennya 
merugi yang disebabkan oleh adanya hama, tikus dan lain sebagainya, 
sehingga menyebabkan penggarap tidak merasakan keuntungan, sebaliknya 
                                                                
60 Abu Hussain Muslim, Ṣaḥiḥ Muslim, Vol. 5 (Darussalam Global Leader In Islamic Books Riyadh 
, Saudi Arabia 2007), 2505 hadis. 4686. 



































akan mendapat kerugian  baik dari segi modal maupun kinerja.  Ada pun bagi 
penggarap, merasa senang karena dia bisa melakukan aktivitas pekerjaan 
sebagai petani dan juga menyalurkan keahliannya sebagai petani, disamping 
itu penggarap mempunyai penghasilan dari pekerjaan tersebut. 
Permasalahan dalam Praktik kerjasama dalam mengelola lahan 
pertanian di Desa Karangan adalah adanya ketidak kejelasan ketika masa 
kontrak. Contoh ketika pemilik lahan akan memperpanjang masa kontrak 
dengan penggarap, apabila pemilik lahan merasa puas untuk bercocok tanam 
dengan kinerja dan hasil penggarapan selama masa kontrak berlaku. Dan juga 
sebaliknya, apabila pemilik lahan tidak puas dan tidak lagi kecocokan dengan 
penggarap, maka pemilik lahan akan memutus kontrak kerjasama dalam 
pengelolaan lahan pertanian tersebut. Dari pihak penggarap juga bisa 
melakukan pemutusan kontrak apabila sudah tidak cocok lagi dengan pemilik 
lahan, serta apabila selama masa mengelola lahan seorang penggarap 
mengalami kerugian karena gagal panen, sehingga tidak mempunyai biaya 
untuk melanjutkan masa kontrak kerjasama dengan pihak pemilik lahan. 
Permasalahan di atas dalam prespektif sistem  Muzāra’ah  
berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 1960 seharusnya harus dilakukan secara 
tertulis dan diketahui oleh pihak ketiga yaitu masyarakat luas, dan dihadapkan 
kepada Kepala Desa, dan Camat, agar tidak dapat memutus kontrak kerja 
secara seenaknya dan tidak menjadikan kesalah fahaman antara keduanya. 



































B. Analisis Kontrak Kerja (Paro) Di Desa Karangan   Kecamatan 
Kepohhbaru Kabupaten Bojonegoro Perspektif  Muzāra’ah. 
Mu’amalah merupakan suatu hukum yang bersifat dinamis, yang 
dimana akan ada perubahan dan perkembangan dengan seiringnya 
perkembangan zaman. Berkembangnya hukum ataupun aturan yang berlaku 
tersebut dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang melingkupinya. Terkadang 
diperbolehkannya melakukan sesuatu terkadang dalam kondisi lain tidak 
diperbolehkan.  
Hukum fiqih dapat berubah karena kondisi lingkungannya. Begitu 
dengan hukum syirkah ataupun perikatan di bidang pertanian atau yang 
dikenal dengan istilah  muzāra’ah sebagai salah satu transaksi dalam ekonomi 
Islam yang diperbolehkan oleh mayoritas ahli fiqih (fuqaha).  
Dalam fiqih Islam materi akad kerjasama/syirkah di bidang pertanian 
atau bisa juga disebut dengan akad muzāra’ah meliputi modal dan pembagian 
keuntungan, yang mana kedua materi tersebut harus dinyatakan secara jelas 
dan adil, dan yang terpenting adalah sistem pengelolaan usahanya yang 
menjamin hak-hak pemilik modal. 
Menurut ulama madzhab Hambali, dalam kerjasama  muzāra’ah ini 
tidak disyaratkan adanya benih harus dari pemilik lahan, karena yang menjadi 
syarat adalah bahwa masing-masing pihak harus menyiapkan modal.  
Penduduk desa Karangan dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari 
tidak terlepas dari tuntunan agama yaitu agama Islam. Masyarakat 



































kebanyakan bekerja dibidang pertanian, dalam hal ini adalah perjanjian 
penggarapan sawah dengan sistem bagi hasil pertanian.  
Dalam pelaksanaan akad sistem muzāra’ah masyarakat Desa 
Karangan kecamatan kepohbaru kabupaten Bojonegoro dalam memproduksi 
hasil pertanian sangat berpengaruh terhadap adanya sistim  muzāra’ah karena 
Rasullulah saw membolehkan muzāra’ah harus berdasarkan pada 
pengambilan manfaat atas tanah oleh orang lain untuk usaha produktif. Selain 
itu tanah yang tadinya tidak dikelola oleh pemiliknya dapat dimanfaatkan 
oleh orang lain untuk usaha produktif. Selain itu tanah yang tadinya dikelola 
oleh pemiliknya dapat dimanfaatkan oleh orang yang membutuhkan, 
sehingga ikut membantu proses pendistribusian kekayaan agar harta itu tidak 
berputar di tangan orang kaya saja, serta mewujudkan rasa kasih sayang dan 
tolong menolong antara manusia. 
Daerah Karangan Kepohbaru mempunyai potensi tanah yang bagus 
untuk mengembangkan peluang yang besar dalam pengelolaan tanah di 
bidang pertanian ataupun dalam bidang perkebunan, seperti tembakau, padi, 
dan kacang. Jadi produksi kerja petani di Desa Karangan kecamatan 
kepohbaru sangat berpengaruh dalam sistem muzāra’ah, karena dari 
pengelolaan tanah masyarakat dapat menghasilkan sumber penghasilan yang 
cukup dalam mencukupi kehidupannya sehari-hari.  
Dalam melihat situasi dan kondisi pada masyarakat yang  khususnya 
masyarakat yang rata-rata bekerja sebagai petani di Desa Karangan   
Kecamatan kepohbaru Kabupaten Bojonegoro sekarang ini, di mana pemilik 



































tanah yang hidupnya berada digaris rata-rata kemiskinan (ekonomi antara 
menengah atau atas) yang senantiasa memperlihatkan sifat kemanusiawian. 
Ini terbukti dari wawancara dengan bapak Tarmihim selaku salah satu 
pemilik Tanah di Desa Karangan   yaitu; 
“Meskipun penggarap wes dikeni uang kanggo paroan, tetap mas, kita 
tidak tega Cuma mengasih uang hasil paroan, jadi di samping iku kita 
juga ngasih sedekah kepada penggarap, hitung-hitung shodakoh”.61 
 
Berdasarkan wawancara tersebut, masyarakat Di Desa Karangan   
sangatlah mengutamakan kebersamaan dan kegotong-royongannya karena 
dasar mereka untuk melakukan akad paro melainkan tujuannya untuk 
membantu sesama dalam kemaslakhatan bersama. 
Sistem pembagian bagi hasil produksi pertanian sebagaimana yang 
dikemukakan di atas, tampaknya memberikan keuntungan oleh kedua pihak, 
karena di samping menumbuh suburkan rasa solidaritas, rasa saling menolong 
antar sesama warga desa atau masyarakat petani dan pemilik lahan dan 
semacamnya, juga dapat mempersubur atau meningkatkan hasil perkapita 
mereka. Artinya bahwa peningkatan perekonomian masyarakat Di Desa 
Karangan   pada umumnya melalui sistem  muzāra’ah bagi hasil produksi 
pertanian tampaknya dapat menutupi kebutuhan hidup keluarga mereka, 
terutama bagi mereka yang tidak mempunyai lahan atau tanah. 
Berdasarkan perspektik muzarah dari kondisi sistem paro yang ada di 
Desa Karangan, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro sudah sesuai 
dengan akad  muzāra’ah akan tetapi masih kurangnya pembelajaran dari 
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pemerintah terkait akad muzāra’ah karena masyarakat bekerja dan 
melakukan akad berdasarkan adat atau pembelajaran dari orang-orang 
terdahulu, sehingga menyebabkan kurangnya pemahaman masyarakat terkait 
akad  muzāra’ah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad  SAW dan para 
sahabat. 
Akad paro di Desa Karangan jika berdasarkan syariat Islam bisa 
dikatakan akad  muzāra’ah  jika bibitnya dari pemilik tanah, dan jika bibitnya 
dari penggarap akan berubah menjadi akad mukhabarah, dari situ para ulama’ 
fiqh menyarankan akad paro di Desa Karangan sebaiknya menggunakan akad 
ijarāh karena pada dasarnya Amil (penggarap) dengan hasil separo benih dan 
manfaat tanah atau hanya dengan separo benih saja dan ia meminjamkan 
tanahnya separoh tanahnya, maka dari itu keduanya bersepakat mengerjakan 
akan tanaman tersebut dan seterusnya tidak ada upah satu sama lain.62 
Berdasarkan wawancara dengan bapak Dhori selaku ta’mir masjid 
yang sekaligus menjadi salah satu buruh tani, yaitu sebagai penggarap kata 
beliau; 
“nggeh mas. kulo piyambak mboten semerep muzaro’ah, seng tak 
ngerteni yo paro, bagi hasil seng hasil e dibagi wong loro, soal e sinau 
paro yo teko wong tuo biyen, jadi ya nggak ngerti  Muzāra’ah”.63 
 
Berdasarkan wawancara tersebut dapat diambil kesimpulan 
bahwasanya tidak ada kesesuaian antara akad paro dan muzāra’ah jika 
dipandang dari sisi petani di Desa Karangan sendiri. Akan tetapi jika di 
pandang dari sisi agama, akad paro bisa dikatakan akad muzāra’ah jika 
                                                                
62 Burhanuddin Ibrahim, Hasyiyah Ibrahim al Baijuri, Vol 2  (Jl. Bajuri atau Baijur, 1258 H), 35 
63 Dhori, Ta’mir masjid dan petani penggarap, Wawancara, Bojonegoro, 18 Januari 2020. 



































bijinya dari pemilik tanah dan apabila dilihat dari undang-undang akad paro 
bisa dibilang akad  muzāra’ah jika dilakukan secara tertulis supaya tidak 
terjadi kesalah fahaman di akhir kontrak kerja. 
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dikalangan petani di 
Desa Karangan, kecamatan kepohbaru, kabupaten bojonegoro menyatakan 
bahwa terdapat akad  muzāra’ah yang dilakukan di Desa Karangan  . Berikut 




Berdasarkan kerangka Konseptual diatas dapat diketahui bahwa 
petani dan penggarap bekerjasama dengan satu akad yaitu dengan akad  
muzāra’ah. 
Berdasarkan Konseptual di atas maka dapat dijelaskan Skema Akad  
muzāra’ah sebagai berikut; 
 
     1 
 
2 
Bagi Hasil = Laba Bersih 
Keterangan;  
1. Petani pemilik tanah meminta petani penggarap untuk menggarap 
sawahnya karena pemilik tanah tidak mampu untuk menggarap sawahnya 







Petani pemilik Tanah 



































sendiri karena pemilik tanah disamping ada kesibukan sendiri beliau juga 
sudah lanjut usia. 
2. Petani penggarap bersedia untuk menggarap sawah tersebut sehingga 
terjadilah akad paro bagi keduanya. Adapun berdasarkan bagi hasil 
diketahui dari laba bersih dibagi antara keduanya. 
 






































Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan serta hasil yang 
diperoleh seperti yang telah dideskripsikan pada bab-bab sebelumnya, dapat 
ditarik kesimpulan bahwa : 
1. Berdasarkan kontrak kerja produksi di dunia pertanian di Desa 
Karangan, kecamatan kepohbaru, kabupaten bojonegoro dalam 
pengelolaan lahan pertanian masyarakat saling tolong menolong dan 
masyarakat dalam mengelola hasil panen hanya berdasarkan hasil 
yang mereka dapatkan. Berdasarkan hasil paro yang mereka dapatkan 
yaitu mereka berkerja sama antara penggarap dan pemilik tanah.   
2. Sistem kontrak kerja produksi pertanian di Desa Karangan, kecamatan 
kepohbaru, kabupaten bojonegoro yang dalam pelaksanaannya 
menggunakan sistem akad  Muzāra’ah akan tetapi masih terdapat 
kekurangan karena masyarakat Desa karangan hanya berdasarkan 
pengalaman dan adat. masyarakat masih mengutamakan saling ridho 
antar sesama (bila terjadi perselisihan antara penggarap dan pemilik 
tanah). Pada dasarnya akad paro merupakan akad  muzāra’ah yang 
dimana yang membedakan hanyalah nama saja, akan tetapi 
masyarakat di Desa Karangan, hanyalah mengerti tentang akad paro 
karena mereka belajar pertanian bukan berdasarkan ketentuan-
ketentuan islam, tetapi mereka belajar bertani dengan apa yang telah 
dikerjakan oleh orang-orang dulu. 




































Berdasarkan analisa dan kesimpulan diatas, maka penulis 
memberikan saran-saran sebagai berikut : 
1. Toleransi petani yang tinggi antara kedua belah pihak sangat 
dibutuhkan untuk membangun kepercayaan antara keduanya dalam 
melaksanakan kontrak kerja paro (akad  muzāra’ah). Sehingga 
menimbulkan kemaslakhatan bersama. 
2. Agar terhindar dari perselisihan antara pemilik lahan dan penggarap, 
penulis menyarankan agar peneliti selanjutnya lebih mengetahui dan 
memahami terkait kontrak kerja di dunia pertanian perspektif 
muzara’ah. 
3. Tata cara dalam melaksanakan kontrak kerja paro sebaiknya 
ditanyakan kepada para masyarakat terutama kepada kiyai/ulama-
ulama desa agar mendapatkan arah an dan petunjuk dalam 
melaksanakan kontrak kerja tersebut, dan agar dapat di katakan akad  
muzāra’ah.
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